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PENGANTAR 
 

 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,  karena atas Rahmat dan 

Karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Tahunan ini.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/BU-A/I/2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan 

Mahkamah Agung RI dan  semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tahun anggaran 

2013,maka perlu dibuat Laporan Tahunan tentang hasil kinerja pelaksanaan bidang Teknis dan 

Non Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II tahun 2016. Bidang Teknis dilaksanakan 

oleh Bagian Kepaniteraan dan bagian non teknis dilaksanakan oleh Bagian Kesekretariatan. 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II ini disusun  sesuai dengan 

ketentuan dan administrasi yang berlaku dan sekaligus merupakan gambaran/keadaan pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II Tahun 2016 dan apabila masih ditemukan hambatan 

dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut sebagai upaya 

untuk meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai tujuan. 

. 

 

Pangkalan Bun, 4 Januari 2017 

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

 

   

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN. 

NIP. 19721128 199903 1 011 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A.    KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama di 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Di samping tugas pokok 

tersebut masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan 

kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya.Tugas-tugas tersebut antara lain non yudisial, 

administrasi, umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI,  Forum   Pimpinan   Daerah,   

IKAHI,   Dharmayukti,   Koperasi   Pegawai, Olahraga dan lain sebagainya. 

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu 

kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik 

gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, 

ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan 

dengan cara penataan dan menjaga  kebersihan  kantor, ketertiban  budaya  kerja pegawai dan 

penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping   itu dalam hal 

peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya tidak lebih dari 5 (lima) 

bulan dengan tidak mengesampingkan kualitas isi putusan. 

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam 

penataan administrai perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan 

tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam jangka 

waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan akan dilakukan secara kontinyu 

dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan. 

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang 

efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai 

dengan keperluan/kebutuhan, yaitu : 

a.  Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada pencari keadilan atau 

anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan. 

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkembang di 

masyarakat. 
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B.     VISI DAN MISI 

a. Visi 

Dengan tetap menselaraskan pada visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung” maka ditetapkan visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II 

sebagaimana yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II Yang Agung” 

b. Misi 

Untuk mencapai Misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II menetapkan 

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun; 

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; 

4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; 

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Prasarana Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun ; 

C. RENCANA STRATEGIS 

Untuk memperjelas arah tujuan yang ingin dicapai maka tujuan merupakan implementasi 

dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu  2015-2019, maka Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas II merumuskan Rencana Strategis: 

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara 

2. Peningkatan rasa keadilan diwilayah hukum PN. Pangkalan Bun. 

3. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan 

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor. 

Berdasrkan tujuan diatas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

antara lain: 

1. Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara. 

2. Terciptanya peningkatan akseptibilitas putusan hakim. 
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3. Terciptanya peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 

4. Terciptanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5. Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

6. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kantor. 
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BAB II  

STRUKTUR ORGANISASI 

(TUPOKSI) 
 
 
 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan ( Pasal 24  ayat 1 ) 

Undang-undang Dasar pasca Amandemen. 

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan Peradilan 

lain di bawah Mahkamah ( Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta 

Mahkamah Konstitusi ( Pasal 24 ayat 2 ) Undang-undang Dasar 1945 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-badan 

Peradilan  (  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  militer,  peradilan  tata  Usaha 

Negara, dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas pokok : untuk 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya ( Pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). 

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya (pasal 2 UU no. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan 

berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana dan 

perkara Perdata di tingkat Pertama ( Pasal 2 UU no. 2 Tahun 1986 ). 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 UU no. 2 Tahun 1986), 

selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh 

atau berdasarkan undang-undang. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II merupakan Instansi Vertikal di bawah 

Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Profinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan 

Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

dibantu para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para 

Kepala Sub Bagian dan para Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II. 
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Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
  : Garis Komando 
  : Garis Koordinasi 
 

Sesuai Bagan Struktur organisasi diatas, nama yang menduduki jabatan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Ketua   : AA. GD. Agung Parnata, SH, CN 

Wakil ketua   : Eman Sulaeman, SH. 

Hakim : - Muhammad Ikhsan, SH 

  - Iman Santoso, SH, MH 

  - Iqbal Albanna, SH, MH 

- Mantiko Sumanda Moechtar, SH, M.Kn 

Panitera : Wahdani, SH 

Sekreatris  : Husni Thamrin, ST 

Plt. Panitera Muda Hukum : Hariyanto 

Staff Hukum : - Bayu Dzulmi Kurdani * 

  - Feri Ayu Andriati * 

Panitera Muda Pidana : Ucok Richon Manik, SH 

Staff Pidana  : - Sylvi Enggriani, SH 

  - Ega Ayu Ananda * 

  - Masrun * 

Panitera Muda Perdata                 : Jurmani, SH 

Staff Perdata  : Maya Agustina 

Panitera Pengganti : - Maskarminah 

  - Hj. Rusnaniah, SH 

  - Patmawaty, SH 

  - Yelly Febdrianty, SH 

  - Edi Zarqoni, SH 

KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS PANITERA 

 

HAKIM 

PANITERA PENGGANTI 

JURU SITA 

PANMUD 

PIDANA 

PANMUD 

PERDATA 

PANMUD 

HUKUM 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN 

KEUANGAN 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

KEPEGAWAIAN 

& ORTALA 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN, TI, 

DAN PELAPORAN 
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- Ade Andiko, SH 

Juru Sita           : Nordiansyah 

Plt. Ka.Subbag. Kepegawaian, Ortala : Rosilawati, A.Md. 

Staff Kepegawaian, Ortala : Noor Maydah Lestika * 

Ka.Subbag. Umum dan Keuangan         : Deni Nurmansyah, SE 

Bendahara : Didik Sulaiman 

Staff Umum dan Keuangan : - Sulistyawati 

  - Kao M. Kaokabanullah *   

  - Hiskia J. Aritonang * 

  - Erwin Tirajul Akbar * 

  - Juni Rakhman * 

  - Suhadi * 

  - Sumardi * 

  - Agus Kristanto * 

Ka.Subbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan         : Muhammad Amrullah 

Staff Perencanaan, TI, dan Pelaporan         : Yudha Pradana Putra, A.Md. 

 
Keterangan : * : Tenaga Kerja Honorer 

 

Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II terdapat Kepaniteraan yang dipimpin 

oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan  yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan  Peradilan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan 

pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II, masing-masing pejabat/urusan mempunyai 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) 

1. ESELON III 

a. Ketua Pengadilan 

- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan. 

- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk 

serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai. 

- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : 

- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya 

- Masalah-masalah yang timbul 
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- Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan 

Jurusita di daerah hukumnya 

- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan kepada Mahkamah Agung 

- Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar 

dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara. 

- Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, 

Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya 

perkara). 

b. Wakil Ketua Pengadilan 

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, 

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

- Mewakili ketua bila berhalangan 

- Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua 

- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil 

pengawasan tersebut kepada ketua. 

2. ESELON IV 

a. Panitera 

- Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 

- Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan 

administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi 

keuangan 

- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, 

biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang 

disimpan di Kepaniteraan 

- Membuat salinan putusan 

- Menerima dan mengirimkan berkas perkara 

- Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua 

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 
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b. Sekretaris 

- Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

- Membantu Ketua Pengadilan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi sekretariat dan membuat laporan periodic 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan urusan keuangan 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan dan perpustakaan 

- Memberikan persetujuan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 

serta pelaporan 

3. PANITERA MUDA DAN KEPALA SUBBAGIAN 

a. Panitera Muda Pidana 

1. Perkara Pidana Biasa 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Perkara Biasa dari Penyidik (Jaksa Penuntut 

Umum) untuk diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 2 jam kerja; 

- Setelah itu Staf Meja I memberikan Nomor Register dan Staf Meja I mencatat ke 

dalam Register Register Barang Bukti lalu Staf Meja I mencatat dakwaan ke dalam 

Register Induk Perkara; 

- Panitera Muda Pidana membuat Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan 

Surat Penetapan Penujukan Panitera Penganti dalam jangka waktu 2 jam kerja; 

- Selanjutnya Panitera Muda Pidana memberikan Berkas Perkara yang telah lengkap 

untuk diteliti dan diparaf oleh Wakil Panitera dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah  diteliti  oleh  Wapan,  berkas  selanjutnya  diserahkan  kepada  Ketua 

Pengadilan Negeri/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk menandatangani Penetapan 

Penujukan Majelis Hakim dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Setelah  itu  Berkas  diserahkan  kepada  Panitera  untuk  menandatangani Penetapan 

Penunjukan Panitera Penganti dalam jangka waktu 1 jam kerja; 
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- Setelah itu Panitera Muda Pidana mencatat Penujukan Majelis Hakim dan Penunjukan 

Panitera Penganti dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Selanjutnya Panitera Muda Pidana menyerahkan Berkas Perkara yang telah lengkap 

kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam 

jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Panitera Penganti yang ditunjuk oleh Panitera menerima berkas Perkara 

yang telah dipelajari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mempersiapkan  Penetapan  

Hari  Sidang Pertama  dan  Penetapan Perpanjangan Penahanan dalam jangka waktu 

1 hari kerja, serta melakukan pencatatan selama proses persidangan dalam jangka 

waktu paling lama 90 hari kerja; 

- Selanjutnya Panitera Penganti yang ditunjuk menyerahkan arsip Penetapan Hari 

Sidang Pertama untuk dilakukan pencatatan oleh Petugas Meja I dalam jangka waktu 

1 jam kerja; 

- Selanjutnya Panitera Penganti yang ditunjuk menyerahkan arsip Penetapan 

Penahanan untuk dilakukan pencatatan oleh Meja I dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah perkara diputus oleh Hakim maka Panitera Penganti yang ditunjuk 

menyerahkan petikan putusan kepada Panitera Muda Pidana dalam jangka waktu 1 

jam kerja; 

- Selanjutnya Staf Meja I membuat Surat Pengantar Petikan Putusan dalam jangka 

waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Staf Meja I menyerahkan Petikan Putusan untuk dikirim ke bagian Umum 

untuk dikirim dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menerima berkas yang telah diminutasi dari Panitera Penganti 

yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 jam kerja setelah diputus; 

- Setelah itu dilakukan pencatatan dan penyerahan Berkas yang Inkrah oleh Staf Meja II 

ke Bagian Hukum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya  Panitera  Muda  Pidana  menyerahkan  Pemberitahuan  Putusan kepada 

Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

 

 



Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas  II  Tahun  2016                  Hal  12 

 

 

2. Perkara Pidana Tipiring 

- Panmud  Pidana  menerima  berkas  perkara  Tipiring  dari  Penyidik  (pihak 

Kepolisian) kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. 

- Setelah  itu  Staf  Meja  I.B  melengkapi  berkas  perkara  dengan  formulir Penetapan 

Penunjukan Majelis Hakim dan formulir Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti, 

memberi nomor urut dan mencatatkan dakwaan perkara tersebut ke dalam Buku 

Register Tindak Pidana Ringan dan ke dalam Buku Bantu Perkara Tindak Pidana 

Ringan. 

- Selanjutnya Panmud Pidana memberikan berkas perkara yang telah lengkap untuk 

diteliti dan diparaf oleh Panitera / Wakil Panitera dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah diteliti dan diparaf oleh Panitera / Wakil Panitera kemudian berkas perkara  

itu  diserahkan  kepada  Ketua  /  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk penunjukan 

Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili  perkara  dan  menandatangani  

Penetapan  Penunjukan  Majelis Hakim tersebut dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Selanjutnya berkas perkara itu diserahkan kepada Panitera untuk penunjukan 

Panitera  Pengganti  dan  menandatangani  Penetapan  Penunjukan  Panitera 

Pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah   itu   Staf   Meja   I.B   mencatat   Penunjukan   Majelis   Hakim   dan 

Penunjukan Panitera Pengganti tersebut ke dalam Buku Register Perkara Pidana  

Tipiring  dan  ke  dalam  Buku  Bantu  Perkara  Pidana  Tipiring  dalam jangka waktu 1 

jam kerja. 

- Selanjutnya Panmud Pidana menyerahkan Berkas Perkara yang telah lengkap kepada 

Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka 

waktu 1 jam kerja. 

- Setelah    Majelis    Hakim    selesai    mempelajari    berkas    perkara    dan 

mengembalikan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan Pidana maka Staf Meja I.B 

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Panitera Penganti yang ditunjuk untuk  

mempersiapkan persidangan dalam jangka waktu 1 jam kerja serta melakukan 

pencatatan selama proses persidangan dalam jangka waktu persidangan 1 s/d 7 hari 

kerja serta melaporkan acara persidangan dan penundaan hari sidang pada hari itu 
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juga kepada staf Meja I.B untuk dicatatkan ke dalam Buku Register, dalam jangka 

waktu 1 jam kerja. 

- Setelah perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim maka Panitera Penganti yang 

ditunjuk pada hari itu juga atau esok harinya wajib menyiapkan Petikan Putusan  dan  

menyerahkan  1  (satu)  rangkap  kepada  Penyidik,  1  (satu) rangkap kepada 

terdakwa, 1 (satu) rangkap kepada   Kepaniteraan Pidana untuk selanjutnya  Staf Meja 

I.B akan mencatatkan tanggal putus dan amar Petikan Putusan tersebut ke dalam 

Buku Register dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah perkara putus, dalam jangka waktu 14 hari kerja  Panitera Pengganti perkara 

yang bersangkutan harus menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada 

Panmud Pidana untuk selanjutnya Staf Meja I.B akan melakukan pencatatan ke dalam 

Buku Register dan menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke 

Kepaniteraan Hukum dalam jangka waktu 7 hari kerja. 

3. Perkara lalu lintas 

- Panmud Pidana menerima berkas perkara Lalu Lintas dari Penyidik (pihak Kepolisian  

dan DLLAJR) kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. 

- Setelah  itu  Staf  Meja  I.B  melengkapi  berkas  perkara  dengan  formulir Penetapan 

Penunjukan Hakim dan formulir Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti, memberi 

nomor urut dan mencatatkan dakwaan perkara tersebut ke dalam Buku Register 

Perkara Lalu Lintas dan ke dalam Buku Bantu Perkara Lalu Lintas. Pekerjaan 1 s/d 2 

dilakukan dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Selanjutnya Panmud Pidana memberikan berkas perkara yang telah lengkap untuk 

diteliti dan diparaf oleh Panitera / Wakil Panitera dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah diteliti dan diparaf oleh Panitera / Wakil Panitera kemudian berkas perkara  

itu  diserahkan  kepada  Ketua  /  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk   penunjukan   

Hakim   yang   akan   memeriksa   dan mengadili perkara dan menandatangani 

Penetapan Penunjukan Hakim tersebut dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Selanjutnya berkas perkara itu diserahkan kepada Panitera untuk penunjukan 

Panitera Pengganti dan menandatangani Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti 

tersebut dalam jangka waktu 1 jam kerja. 
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- Setelah  itu  Staf  Meja  I.B  mencatat  Penunjukan  Hakim  dan  Penunjukan Panitera 

Pengganti tersebut ke dalam Buku Register Perkara Lalu Lintas dan ke dalam Buku 

Bantu Perkara Lalu Lintas dan selanjutnya Panmud Pidana menyerahkan Berkas 

Perkara yang telah lengkap kepada Hakim yang ditunjuk oleh Ketua / Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah  Hakim  mengembalikan  berkas  perkara  tersebut  ke  Kepaniteraan Pidana 

maka Staf Meja I menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Panitera Penganti 

yang ditunjuk untuk   mempersiapkan persidangan dalam jangka waktu 1 jam kerja 

serta melakukan pencatatan selama proses persidangan dalam jangka waktu 

persidangan 1 hari kerja. 

- Setelah  Hakim  memutus  jumlah  denda  dalam  perkara  tersebut  maka Panitera 

Penganti yang ditunjuk pada hari itu juga menyerahkan berkas perkara kepada  

Kepaniteraan Pidana  untuk selanjutnya  Staf Meja I.B akan mencatatkan tanggal 

putus dan jumlah denda ke dalam Buku Register dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Kemudian   setelah   perkara   putus  dan  berkas  perkara  diserahkan  oleh Panitera 

Pengganti perkara yang bersangkutan kepada Panmud Pidana maka Panmud  Pidana  

harus  menyerahkan  berkas  perkara  serta  barang  bukti kepada Jaksa Penuntut 

Umum dalam waktu 7 hari kerja. 

4. Perkara Banding 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Permohonan Banding dari Pemohon untuk 

diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah  itu  Petugas  Meja  II  membuat  Laporan  Perkara  banding  apabila Terdakwa 

ditahan dalam jangka waktu 2 jam kerja. 

- Kemudian Panitera Muda Pidana menyerahkan Pemberitahuan kepada pihak 

terbanding melalui Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja. 

- Kemudian Memori Banding dari pembanding diterima oleh Panitera Muda Pidana 

dalam jangka waktu 1 hari kerja. 
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- Kemudian  Panitera  Muda  Pidana  menyerahkan  Pemberitahuan  Memori kepada 

pihak terbanding melalui Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 1 hari 

kerja. 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja. 

- Kemudian Panitera Muda Pidana menyerahkan Pemberitahuan kepada pihak 

Pembanding kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 1 hari kerja. 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja. 

- Setelah itu Petugas Meja II mempersiapkan Berkas banding dan membuat Surat 

Pemberitahuan mempelajari berkas setelah berkas perkara tersebut diminutasi dalam 

jangka waktu 1 jam kerja. 

- Selanjutnya Berkas tersebut dilengkapi oleh Petugas Meja II dalam jangka waktu 1 

jam kerja. 

- Selanjutnya petugas Meja II membuat surat pengantar dan daftar isi Berkas Perkara 

Banding dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Selanjutnya Berkas disusun menurut daftar isi oleh Petugas Meja II dalam jangka 

waktu 2 jam kerja. 

- Kemudian Berkas Perkara Banding diteliti kelengkapannya oleh Wapan dalam jangka 

waktu 1 jam kerja. 

- Setelah itu Berkas Perkara Banding diteliti ulang oleh Panitera dalam jangka waktu 1 

jam kerja. 

- Selanjutnya  Surat  Pengantar  Berkas  Perkara  Banding  ditandatangani  oleh Panitera 

atas nama Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Kemudian Berkas Perkara Banding dijilid oleh Petugas Meja II dalam jangka waktu 1 

jam kerja. 

- Berkas Perkara Banding yang telah dijilid diserahkan ke bagian Umum untuk dikirim 

oleh Staf Meja II dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah itu Perkara Banding ini dicatat ke dalam Register Perkara Banding oleh Staf 

Meja I dalam jangka waktu 1 jam kerja. 
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- Panitera Muda Pidana menerima Berkas perkara banding yang telah di putus oleh 

Pengadilan Tinggi dari bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Kemudian berkas tersebut dicatat dalam register banding dan induk perkara oleh Staf 

Meja I dalam jangka waktu 2 jam kerja. 

- Panitera   Muda   Pidana  menyerahkan   pemberitahuan   foto   kopi  salinan putusan 

kepada Juru Sita untuk disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dalam 

jangka waktu 3 hari kerja. 

5. Perkara Kasasi 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Permohonan Kasasi dari Pemohon untuk 

diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

- Setelah itu Petugas Meja II membuat Laporan Perkara Kasasi dalam jangka waktu 2 

jam kerja apabila Terdakwa ditahan. 

- Kemudian Panitera Muda Pidana menyerahkan Pemberitahuan kepada pihak 

termohon kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian  Memori  Kasasi  dari  pembanding  diterima  oleh  Panitera  Muda Pidana 

dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian  Panitera  Muda  Pidana  menyerahkan  Pemberitahuan  Memori kepada 

pihak termohon kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja; 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian Panitera Muda Pidana menyerahkan Pemberitahuan kepada pihak 

Pemohon kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja; 

- Relas  dari  Juru  Sita  yang  telah  disampaikan  diserahkan  kepada  Panitera Muda 

Pidana dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Setelah itu Petugas Meja II membuat Surat Mempelajari Berkas Kasasi dalam jangka 

waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Petugas Meja II untuk melengkapi berkas Kasasi dalam jangka waktu 1 

jam kerja; 
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- Selanjutnya kepada Petugas Meja II membuat surat pengantar dan daftar isi berkas 

Perkara Kasasi dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Berkas disususun menurut daftar isi oleh Petugas Meja II dalam jangka 

waktu 2 jam kerja; 

- Kemudian Berkas Perkara Kasasi diteliti kelengkapannya oleh Wapan dalam jangka 

waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Berkas Perkara Kasasi diteliti ulang oleh Panitera dalam jangka waktu 1 

jam kerja; 

- Selanjutnya Surat Pengantar Berkas Perkara Kasasi dibuat oleh Petugas Meja II dan 

selanjutnya ditandatangani oleh Panitera atas nama Ketua Pengadilan dalam jangka 

waktu 1 jam kerja; 

- Kemudian Berkas Perkara Kasasi dijilid oleh Petugas Meja II. dalam jangka waktu 1 

jam kerja; 

- Berkas Perkara Kasasi yang telah dijilid diserahkan ke bagian Umum oleh Petugas 

Meja II dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Perkara Kasasi ini dicatat ke dalam Register Perkara Kasasi oleh staf Meja I 

dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas perkara Kasasi yang telah di putus oleh 

Mahkamah Agung R.I. dari bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Kemudian berkas tersebut dicatat dalam register Kasasi Staf Meja I dan induk perkara 

dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menyerahkan pemberitahuan salinan putusan kepada Juru Sita 

untuk disampaikan kepada Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 3 hari kerja 

6. Perkara Peninjauan Kembali (PK) 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Permohonan Peninjauan Kembali dari 

Pemohon untuk diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Staf Meja I memberi nomor dan mencatat ke Register dalam jangka waktu 

1 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I membuat Penetapan Penujukan Hakim dalam jangka waktu 1 

hari kerja; 
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- Selanjutnya    Ketua/Wakil    Ketua    Pengadilan    Negeri    menandatangani 

penetapan Hakim dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Setelah  itu  Berkas  diserahkan  kepada  Panitera  untuk  menandatangani Penetapan 

Penunjukan Panitera Penganti dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian  Berkas  Permohonan  Peninjauan  Kembali  setelah  dicatat  daam register 

PK diserahkan oleh Staf Meja I kepada Mejelis Hakim yang ditunjuk dalam jangka 

waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I menyerahkan Pemberitahuan Memori PK dari pihak termohon 

kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I menyerahkan alasan PK (bukti baru) kepada Majelis Hakim 

untuk dipelajari; 

- Selanjutnya Panitera Penganti yang ditunjuk oleh Panitera menerima berkas Perkara 

yang telah dipelajari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mempersiapkan Penetapan 

Hari Sidang Pertama dalam jangka waktu 1 hari kerja, serta melakukan pencatatan 

selama proses persidangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja; 

- Selanjutnya  Berkas  diterima  oleh  Panitera  Muda  Pidana  dari  Panitera Penganti 

setelah ada pendapat dari Hakim dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Petugas Meja II melengkapi Berkas PK dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Berkas diserahkan kepada Bagian Umum oleh Petugas Meja II dalam 

jangka waktu 30 setelah permohonan PK diajukan; 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas perkara PK yang telah diputus oleh 

Mahkamah Agung R.I. dari bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menyerahkan pemberitahuan salinan putusan kepada Juru Sita 

untuk disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Permohonan Peninjauan Kembali dari 

Pemohon untuk diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Staf Meja I memberi nomor dan mencatat ke Register dalam jangka waktu 

1 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I membuat Penetapan Penujukan Hakim dalam jangka waktu 1 

hari kerja; 
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- Selanjutnya    Ketua/Wakil    Ketua    Pengadilan    Negeri    menandatangani 

penetapan Hakim dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Setelah  itu  Berkas  diserahkan  kepada  Panitera  untuk  menandatangani Penetapan 

Penunjukan Panitera Penganti dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian  Berkas  Permohonan  Peninjauan  Kembali  setelah  dicatat  daam register 

PK diserahkan oleh Staf Meja I kepada Mejelis Hakim yang ditunjuk dalam jangka 

waktu 1 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I menyerahkan Pemberitahuan Memori PK dari pihak termohon 

kepada Juru Sita untuk disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja; 

- Kemudian Staf Meja I menyerahkan alasan PK (bukti baru) kepada Majelis Hakim 

untuk dipelajari; 

- Selanjutnya Panitera Penganti yang ditunjuk oleh Panitera menerima berkas Perkara 

yang telah dipelajari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mempersiapkan Penetapan 

Hari Sidang Pertama dalam jangka waktu 1 hari kerja, serta melakukan pencatatan 

selama proses persidangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja; 

- Selanjutnya  Berkas  diterima  oleh  Panitera  Muda  Pidana  dari  Panitera Penganti 

setelah ada pendapat dari Hakim dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Petugas Meja II melengkapi Berkas PK dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Berkas diserahkan kepada Bagian Umum oleh Petugas Meja II dalam 

jangka waktu 30 setelah permohonan PK diajukan; 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas perkara PK yang telah diputus oleh 

Mahkamah Agung R.I. dari bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menyerahkan pemberitahuan salinan putusan kepada Juru Sita 

untuk disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

7. Perkara Grasi 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas Permohonan Grasi dari Pemohon untuk 

diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Panitera Muda Pidana meneliti berkas permohonan dalam jangka waktu 2 

jam kerja; 

- Kemudian Petugas Meja II membuat Akta Grasi dalam jangka waktu 1 jam kerja; 
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- Setelah itu Staf Meja I. memberi nomor dan mencatat ke Register dalam jangka waktu 

1 jam kerja; 

- Selanjutnya menyerahkan berkas ke Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk 

dimintakan pendapat dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya  Berkas  permohonan  Grasi  diserahkan  kepada  Bagian  Umum untuk 

dikirim oleh Panitera Muda Pidana dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Panitera Muda Pidana menerima Berkas permohonan Grasi yang telah di putus oleh 

Mahkamah Agung R.I. dari bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja. 

8. Penahanan dari Penyidik 

- Panitera   Muda   Pidana   menerima   Berkas   Permohonan   perpanjangan 

penahanan dari Penyidik untuk diteliti kelengkapannya dalam jangka waktu 1 jam 

kerja; 

- Setelah itu Petugas Meja II membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan dalam 

jangka waktu 2 jam kerja; 

- Kemudian   Wapan   meneliti   surat   Penetapan   Perpanjangan   Penahanan tersebut 

dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Selanjutnya  menyerahkan  surat  Penetapan  Perpanjangan  Penahanan  ke 

- Ketua/Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  ditandatangani  dalam  jangka waktu 1 

hari kerja; 

- Selanjutnya  dibuat  surat  pengantar  Penetapan  Perpanjangan  Penahanan 

- untuk ditanda tangan oleh Panitera dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Selanjutnya Bagian Umum mengirim Penetapan Perpanjangan dalam jangka waktu 1 

jam kerja. 

9. Izin /Persetujuan Penyitaan 

- Panitera   Muda   Pidana  menerima   Berkas   Permohonan   Izin/Persetujuan 

- Penyitaan dari Bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah itu Petugas Meja II membuat Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dalam 

jangka waktu 2 jam kerja; 

- Kemudian  Wapan  meneliti  surat  Penetapan  Izin/Persetujuan  Penyitaan 

- tersebut dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Selanjutnya menyerahkan surat Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan Ketua 
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- Pengadilan Negeri untuk ditandatangani dalam jangka waktu 1 hari kerja; 

- Selanjutnya Petugas Meja II menyerahkan Izin/Persetujuan Penyitaan Bagian Umum  

untuk  mengirim  Penetapan  Izin/Persetujuan  Penyitaan  tersebut dalam jangka 

waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Staf Meja I mencatat ke dalam Register Penyitaan dalam jangka waktu 1 

jam kerja; 

10. Izin /Persetujuan Penggeledahan 

- Panitera  Muda  Pidana  menerima  Berkas  Permohonan  Izin/  Persetujuan 

- Pengeledahan dari Bagian Umum dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Setelah   itu   Petugas   Meja   II   membuat   Penetapan   Izin/   Persetujuan 

- Pengeledahan dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Kemudian Wapan meneliti surat Penetapan Izin/ Persetujuan Pengeledahan tersebut 

dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya menyerahkan surat Penetapan Izin/ Persetujuan Pengeledahan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya diserahkan kepada  Bagian  Umum untuk  mengirim  Penetapan 

- Izin/ Persetujuan Pengeledahan dalam jangka waktu 1 jam kerja; 

- Selanjutnya Staf Meja I mencatat ke dalam Register Pengeledahan dalam jangka 

waktu 1 jam kerja. 

11. Izin Bezuk 

- Panitera Muda Pidana menerima Permohonan Izin Bezuk dari Pemohon; 

- Setelah itu Staf Meja I membuat surat Izin Bezuk; 

- Selanjutnya Staf Meja I menyerahkan surat Izin Bezuk kepada Majelis Hakim untuk 

ditandatangani; 

- Setelah  itu  Panitera  Muda  Pidana  menyerahkan  surat  Izin  Bezuk  kepada 

- Pemohon,    Semua    proses    admistrasi    pembuatan    Izin    bezuk    diatas 

dilaksanakan dalam 1 jam kerja. 
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b. Panitera Muda Perdata 

1. Gugatan 

Setiap berkas perkara gugatan yang diterima dilaksanakan sebagai berikut : 

- Panmud  Perdata/Meja  I  menerima/meneliti  berkas  yang  diterima  dari Penggugat  

dan  setelah  dinyatakan  lengkap,  ditaksir  biaya  perkara berdasarkan keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri serta memberikan Nomor Rekening  kepada  Penggugat    

untuk  menyetor Biaya Perkara dalam tenggang waktu 1 hari kerja ; 

- Selanjutnya  Meja  II  mencatat  perkara  perdata  gugatan  kedalam  buku Register 

Induk Perdata Pada hari itu juga ; 

- Kemudian  Panmud  Perdata/Meja  I  menyerahkan  berkas  perkara  kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis Hakim pada hari berikutnya ; 

- Selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama pada 

hari itu juga ; 

- Kemudian  Panmud  Perdata/Meja  I  menyerahkan  berkas  kepada  Majelis Hakim 

yang ditunjuk pada hari itu juga ; 

- Selanjutnya Majelis Hakim Menetapkan hari sidang ditetapkan pada hari itu juga ; 

- Setelah  itu  dilakukan  pemanggilan sidang  dibutuhkan  waktu  7 hari kerja, kecuali 

untuk panggilan delegasi ; 

- Setelah  para pihak  hadir  dalam  sidang  pertama  Majelis  Hakim  menunjuk 

mediator. 

- Memberikan tenggang waktu 40 hari untuk Mediasi sesuai PERMA No.01 Tahun 2008 

kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus ; 

- Hakim Mediator melakukan mediasi yang hasilnya dilaporkan kepada Majelis Hakim 

baik hasilnya gagal ataupun berhasil memperoleh kesepakatan damai; 

- Jika hasil mediasi memperoleh kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan 

putusan damai, sedangkan jika hasil mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dengan 

pemeriksaan perkara dengan Majelis Hakim menetapkan hari sidang lanjutan setelah 

mediasi ; 

- Kemudian   Panitera   Pengganti  melaporkan   tentang   tanggal  dan   alasan 

penundaan sidang kepada Panmud Perdata pada hari itu juga ; 
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- Setelah   itu   pemeriksaan   perkara   (Gugatan,   jawaban,   replik,   duplik, 

pembuktian,  kesimpulan,  putusan)  oleh  Majelis  Hakim  dalam  tenggang waktu 5 

bulan ; 

- Kemudian  Panitera  Pengganti  meminta  rincian  biaya  perkara  pada  kasir Perdata 

dalam waktu 1 hari kerja sebelum membacakan putusan ; 

- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap 

dibacakan dan ditandatangani ; 

- Setelah itu Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Panmud Perdata dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para 

pihak yang tidak hadir pada hari itu juga ; 

- Kemudian  Meja  II  mencatat  perkembangan  persidangan  kedalam  buku register 

pada hari itu juga ; 

- Selanjutnya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaikan Minutasi dan 

pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela) dalam tenggang waktu 

14 hari ; 

- Kemudian Jurusita memberitahukan putusan diluar hadir para pihak dalam waktu  3 

hari kerja ; 

2. Permohonan 

- Panmud  Perdata/Meja  I  menerima/meneliti  berkas  yang  diterima  dari Pemohon 

dan setelah dinyatakan lengkap, ditaksir biaya perkara untuk menyetor ke Bank dalam 

tenggang waktu 1 hari kerja ; 

- Selanjutnya Meja II mencatat perkara perdata permohonan kedalam buku Register 

Induk Perdata pada hari itu juga ; 

- Kemudian  Panmud  Perdata/Meja  I  menyerahkan  berkas  perkara  kepada Wakil 

Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjukan Hakim Tunggal pada hari itu juga paling 

lama pada hari kerja berikutnya ; 

- Selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam tenggang waktu Pada hari 

itu juga ; 

- Kemudian Panmud Perdata/Meja I menyerahkan berkas kepada Hakim yang ditunjuk 

pada hari itu juga ; 

- Selanjutnya Hakim menetapkan hari sidang pada hari itu juga ; 
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- Setelah itu dilakukan pemanggilan sidang dibutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja ; 

- Dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara (permohonan, alat bukti dan saksi serta 

putusan) oleh Hakim dalam tenggang waktu 14 hari kerja ; 

- Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara pada Kasir Perdata dalam waktu 1 

hari kerja sebelum membacakan penetapan ; 

- Penetapan  dibacakan  setelah  ditandatangani  oleh  Hakim  dan  Panitera Pengganti ; 

- Setelah itu Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada 

Panmud Perdata Pada hari itu juga ; 

- Kemudian  Meja  II  mencatat  perkembangan  persidangan  kedalam  buku register 

pada hari itu juga ; 

- Selanjutnya  Hakim  dan  panitera  Pengganti  menyelesaikan  Minutasi  dan 

pemberkasan perkara setelah putusan dalam tenggang waktu 14 hari kerja; 

- Kemudian Panitera Pengganti menyerahkan berkas ke bagian perdata yang diterima 

oleh Panmud Perdata untuk minutasi ; 

3. Proses Banding 

- Penyataan Banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan 

diucapkan atau setelah putus dan setelah diberitahukan kepada para pihak yang  

tidak hadir ; 

- Kemudian Jurusita memberitahukan pernyataan banding kepada Terbanding tanpa 

menunggu Memori Banding dalam waktu 2 hari kerja ; 

- Selanjutnya   Minutasi   perkara   Banding   yang   diserahkan   oleh   Panitera 

Pengganti kepada Panmud Perdata setelah permohonan banding diajukan dalam 

tengang waktu 14 hari kerja ; 

- Setelah itu Meja I memberikan kesempatan para pihak memeriksa berkas dalam 

tenggang waktu 14 hari kerja ; 

- Kemudian Meja I mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 

hari sejak penyataan banding ; 

- Jika  permohonan  Banding  tersebut  dicabut  oleh  Pemohon  dan  berkas tersebut 

telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, Meja I harus 

memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga; 
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- Apabila ada Memori Banding/Kontra Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan 

Negeri setelah berkas dikirim maka Memori Banding/Kontra Memori Banding 

tersebut harus sesegera mungkin dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi dengan 

disertai relas pemberitahuannya yang diserahkan oleh jurusita ; 

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila 

tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ; 

- Dalam Setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft 

copy ; 

- Jurusita  memberitahukan  putusan  banding  dari  Pengadilan  Tinggi  kepada para 

pihak paling lama 2 hari setelah putusan ; 

4. Proses Kasasi 

- Pernyataan  Kasasi  dapat  diajukan  dalam  tenggang  waktu  14  hari  setelah putusan 

banding diberitahukan kepada para pihak ; 

- Kemudian  Jurusita  memberitahukan  Pernyataan  Kasasi  kepada  Termohon Kasasi 

setelah Penyataan kasasi diterima dalam waktu 2 Hari kerja ; 

- Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalam waktu 14 hari kerja 

setelah permohonan kasasi diajukan dan dibuatkan-tanda terima Memori Kasasi oleh 

Meja III ; 

- Setelah itu Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi oleh Jurusita 

dalam waktu 2 hari kerja ; 

- Kemudian Meja III menerima Kontra Memori kasasi yang diserahkan oleh Termohon 

Kasasi dalam waktu 14 hari ; 

- Selain itu Meja I mengirimkan berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 

30 hari sejak Pernyataan   kasasi ; 

- Dalam setiap Putusan Kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai 

soft copy ; 

- Kemudian  Jurusita  memberitahukan  putusan  kasasi  kepada  para  pihak setelah 

putusan diterima dalam waktu 2 hari kerja ; 
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5. Proses Peninjauan Kembali (PK). 

- Penerimaan Permohonan dan Pencatatan dalam register Peninjauan Kembali oleh 

Meja II , paling lama 1 hari kerja ; 

- Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari kerja 

setelah Putusan Kasasi diberitahukan atau sejak ditemukan bukti baru, disertai alasan 

Peninjauan Kembali yang diterima oleh Meja I ; 

- Kemudian   Jurusita   memberitahukan   permohonan   Peninjauan   Kembali kepada 

Termohon Peninjauan Kembali diterima dalam waktu 2 hari ; 

- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon 

Peninjauan Kembali dalam waktu 30 hari yang diterima oleh Meja III ; 

- Setelah itu Meja I mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 

setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 30 

hari ; 

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila 

tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ; 

- Dalam  setiap  putusan  Peninjauan  Kembali  yang  diterima  dari  Mahkamah Agung 

dimohon disertai soft copy ; 

- Selanjutnya Jurusita memberitahukan putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak 

setelah putusan siterima dalam 2 hari kerja ; 

6. Delegasi 

- Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain / Delegasi, 

diselesaikan 1 hari kerja ; 

- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah 

permintaan bantuan tersebut diterima paling lama : 3 hari kerja ; 

- Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan oleh Jurusita 

dalam waktu 2 hari kerja ; 

- Wakil  Panitera  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Jurusita  apakah sudah 

benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita 

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil panitera dengan 

memperlihatkan relas-relas/hasil kerjanya  
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7. Sita dan Eksekusi  

a. Sita Jaminan 

- Panmud  Perdata  meneliti  kelengkapan  berkas  dan  menghitung  panjar biaya  sita  

jaminan  (SKUM)  setelah  menerima  salinan  Penetapan  Sita Jaminan dari Majelis 

Hakim pada hari itu juga ; 

- Kemudian Panmud Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita setelah pemohon 

membayar SKUM dan mecatatnya ke dalam buku Register Penyitaan oleh Meja II 

pada hari itu juga ; 

- Selanjutnya Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita dari 

Panmud Perdata dalam waktu paling lama 3 hari ; 

- Setelah  itu  jurusita  menyerahkan  berita  acara  sita  jaminan  kepada Panmud 

Perdata setelah  pelaksanaan sita jaminan dalam waktu paling lama 1 hari ; 

- Kemudian  Meja  II  mencatat  pelaksanaan  sita  jaminan  kedalam  buku register 

penyitaan pada hari itu juga ; 

- Setelah itu Panmud Perdata menyerahkan berita acara sita kepada Majelis Hakim 

pada hari itu juga ; 

b. Aanmaning 

- Meja   I   menerima   dan  meneliti  surat  permohonan   Aanmaning  dan menaksir 

biaya panjar eksekusi serta memberikan nomor rekening kepada pemohon untuk 

dilakukan penyetoran biaya panjar eksekusi ke bank yang ditunjuk pada hari itu juga ; 

- Meja II mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi ; 

- Selanjutnya  Meja  I  menyerahkan  berkas  permohonan  berikut  seluruh berkas 

perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 1 hari ; 

- Kemudian  Meja  I  menyiapkan  penetapan  Aanmaning  dalam  tenggang waktu 2 

hari setelah pemohon membayar skum ; 

- Penyerahan Berkas Aanmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah di tetapkan 

hari dan tanggal teguran pada hari itu juga ; 

- Panitera  menunjuk Jurusita melaksanakan pemberitahuan Annmaning I pada hari itu 

juga ; 

- Panitera menunjuk Jurusita melaksanakan pemberitahuan Aanmaning II pada hari itu 

juga ; 
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- Kemudian  Pelaksanaan  Aanmaning  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  atau KPN 

berwenang menunjuk seseorang untuk melaksanakan Aanmaning tersebut ; 

- Selanjutnya Jurusita membuat Berita Acara aanmaning setelah dilakukan Aanmaning 

pada hari itu juga ; 

8. Eksekusi 

- Meja I menerima  dan meneliti surat permohonan eksekusi dan menaksir biaya panjar 

eksekusi serta memberikan nomor rekening kepada pemohon untuk dilakukan  

penyetoran  biaya panjar eksekusi ke bank  yang ditunjuk pada hari itu juga ; 

- Meja II mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi ; 

- Selanjutnya Meja I menyerahkan berkas permohonan berikut seluruh berkas perkara 

yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah 

pemohon mebayar SKUM ; 

- Kemudian  Panmud  Perdata  mempersiapkan  penetapan  Ketua  Pengadilan Negeri 

setelah membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita 

eksekusi/eksekusi dalam waktu 1 hari kerja ; 

- Selanjutnya  Panitera     meneliti  penetapan  sita  eksekusi/eksekusi  untuk 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga ; 

- Kemudian      panitera      menunjuk      Jurusita      untuk      melakukan      Sita 

eksekusi/eksekusi pada hari itu juga ; 

- Jurusita   melaksanakan   rapat   Koordinasi   paling   lama   3   hari   sebelum 

melaksanakan lelang eksekusi dari Panitera muda perdata; 

- Jurusita  Melaksanakan  pemberitahuan  pelelangan  eksekusi  kepada  para pihak 

paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal yang telah ditetapkan ; 

- Setelah itu jurusita melaksanakan sita eksekusi/eksekusi setelah menerima berkas sita 

eksekusi dari panmud perdata dalam waktu 3 hari kerja ; 

- Selanjutnya  Jurusita  menyerahkan  berkas  sita  eksekusi/eksekusi  kepada bagian 

perdata setelah melaksanakan sita eksekusi/eksekusi dalam waktu 1 hari kerja ; 

- Panitera muda perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk 

lelang setelah 2 hari pembayaran SKUM ; 

- Panitera/Sekretaris Meneliti Penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh 

Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga ; 
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- Panitera  Muda  Perdata  mempersiapkan  Surat  Permohonan  Pelaksanaan Lelang 

kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditanda tangani ; 

- Proses lelang oleh KPKNL ; 

- Menerima Laporan dari kantor Pelayanan Negara dan Lelang atas pelelangan yang 

telah dilaksanakan ; 

- Kemudian  Jurusita  menyerahakan  hasil    lelang  kepada  pemohon  sebagai 

pelaksanaan putusan dan membuat berita acara dalam waktu 7 hari. 

9. Pemeriksaan Setempat 

- Majelis Hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan setempat dalam waktu 1 hari 

kerja ; 

- Setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kebagian perdata dan oleh Meja II/Staf 

dilakukan pencatatan kedalam buku register pada Hari itu  juga ; 

- Kemudian pemohon menyetorkan biaya Pemeriksaan Setempat yang telah ditetapkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Bank BTN dengan waktu minimal 3 hari sebelum hari 

dilaksanakannya pemeriksaan setempat ; 

- Setelah itu Panmud membuatkan SKUM dan kasir mencatatnya dalam buku jurnal 

pada hari itu juga ; 

- Kemudian  biaya  pemeriksaan  setempat  diserahkan  oleh  Panmud  Perdata kepada  

Hakim  Ketua  Majelis  dengan  waktu  1  hari  sebelum  pemeriksaan setempat 

dilaksanakan ; 

10. Laporan Tahunan (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) 

- Panitera  Muda  Perdata  menyerahkan  laporan  bulanan  kepada  Panmud Hukum 

paling lambat tanggal 3 tiap bulannya ; 

- Panitera  Muda  Perdata menyerahkan  laporan  4  bulanan  kepada  Panmud Hukum 

paling lambat tanggal 3 tiap 4 bulannya ; 

- Panitera  Muda  Perdata menyerahkan  laporan  6  bulanan  kepada  Panmud Hukum 

Paling lambat tanggal 3 tiap 6 bulannya ; 

- Panmud  Perdata  menyerahkan  laporan  tahunan  kepada  Panmud  Hukum paling 

lambat tanggal 3 januari ; 
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c. Panitera Muda Hukum 

- Membuat program kerja kepaniteraan Hukum. 

- Meneliti  dan  memaraf  laporan  bulanan,  empat  bulan,  enam  bulan  dan tahunan. 

- Melakukan administrasi pendaftaran Notaris/Badan hukum. 

- Melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa. 

- Mengolah dan menyusun data statistik perkara. 

- Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan meja informasi dan pengaduan. 

- Melakukan  Administrasi  minutasi  sesuai  dengan  nomor  urut  di  Box  arsip perkara. 

d. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

Kedudukan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana adalah unsur 

pembantu Sekretaris dalam hal; 

- Menginvestarisasi pegawai (bezetting pegawai) 

- Membuat daftar urut senioritas (DUS) Hakim 

- Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil 

- Membuat rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai negeri sipil 

- Membuat Surat Keputusan 

- Melakukan pengusulan kenaikan pangkat 

- Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

- Menangani mutasi masuk hakim dan pegawai negeri sipil 

- Membuat usulan promosi jabatan 

- Membuat usulan pensiun hakim dan pegawai negeri 

- Membuat usulan tanda penghargaan Satya Lencana 

- Membuat pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (skp) 

- Menangani penyelesaian surat tugas 

- Menangani penyelesaian permohonan surat cuti hakim dan pegawai sipil 

- Menangani penyelesaian permohonan surat cuti ketua pengadilan negeri 

-  Menangani penyelesaian pembuatan pengantar hukuman disiplin  

- bagi hakim dan pns 

- Menangani penyelesaian pembuatan kartu pemohon penambahan penghasilan 

pegawai (KP4) 

- Menangani penyelesaian dokumen pelantikan/penyumpahan dan menduduki jabatan 
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- Menangani pengusulan karpeg, karis/karsu 

- Menangani pengusulan kartu Taspen 

- Menangani pelaksanaan rapat pegawai 

- Menangani pelatihan 

- Menangani pemberian penilaian prestasi kerja pegawai (ppkp) 

- Menangani pengusulan casn menjadi asn 

- Menangani pengusulan diklat 

- Menangani pembuatan spp-spmt-sptmj-spmj 

- Menangani usulan mutasi aparatur sipil negara non-teknis 

- Menangani usulan mutasi aparatur sipil negara teknis 

- Menangani rapat baperjakat. 

e. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan 

- Menangani penerbitan SPP dan SPM untuk belanja pegawai (pembayaran gaji induk) 

- Membuat SPP dan SPM untuk belanja pegawai (pembayaran gaji susulan) 

- Menangani penerbitan SPP dan SPM untuk belanja pegawai (pembayaran kekurangan 

gaji) 

- Menangani pengajuan SKPP pegawai 

- Menangani pembayaran pajak UP atau TUP 

- Menangani pengajuan SPM pembayaran gaji tenaga kontrak 

- Menangani pembayaran SPPD dinas pegawai 

- Membuat pengajuan SPM pembayaran honor pengelola keuangan  

- Menangani penerbitan SPP dan SPM untuk uang makan pegawai 

- Mengelola pendapatan negara bukan pajak 

- Membuat pengajuan dan pencairan remunirasi pegawai 

- Menangani pembuatan dan pengajuan specimen tanda tangan di KPPN 

- Menangani pembuatan dan pengajuan specimen tanda tangan di bank BRI 

- Menangani penerbitan SPP dan SPM uang lembur pegawai 

- Menangani pengajuan uang persediaan atau tambahan uang persediaan 

- Menangani pembuatan dan pengajuan data kontrak belanja modal  

- Menangani  pembayaran SPM-LS belanja modal 

- Menangani pengajuan pembuatan kartu identitas petugas satker (KIPS) KPPN  
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- Membuat pelaporan SAIBA dan rekonsiliasi KPPN 

- Membuat laporan semester dan tahunan keuangan atau CALK 

- Membuat laporan realisasi anggaran manual 

- Melakukan monev 

- Menangani perawatan barang inventaris dan gedung kantor 

- Menangani keamanan kantor 

- Melaksanakan kebersihan gedung kantor 

- Menangani penataan buku - buku perpustakaan 

- Menangani peminjaman buku-buku perpustakaan 

- Mendistribusikan alat-alat tulis kantor  

- Menangani penggunaan BMN berupa laptop dan kendaraan dinas 

- Menunjuk penggunaan rumah negara 

- Mengolah aplikasi persediaan 

- Mengelola barang milik negara 

- rekonsiliasi barang milik negara 

- Menyusun uraian tugas satpam dan tenaga kebersihan 

- Menangani surat keluar 

- Menangani surat masuk 

- Membuat laporan aplikasi persediaan persemester pertahun 

- Membuat laporan aplikasi simak bmn persemester pertahun 

- Menangani permintaan barang persediaan 

- Membuat laporan aplikasi SIMAK BMN tingkat korwil 

- Membuat laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006 Form B 

- Menangani pembayaran langsung kepada pihak ketiga. 

f. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

- Menyusun program dan anggaran tahun berikutnya 

- Merencanakan kegiatan dan anggaran tahun berjalan 

- Merencanakan DIPA 

- Membuat revisi DIPA 

- Membuat belanja modal 

- Menerima barang persediaan 
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- Melakukan pemeliharaan jaringan 

- Mengisi pembaruan konten website 

- Melakukan perawatan dan sinkronisasi sipp 

- Menangani hardware/pengolah data rusak 

- Menyusun Laporan Bulanan 

- Menyusun Laporan Semester 

- Menyusun Laporan Tahunan 

- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

4. FUNGSIONAL 

a. Hakim 

- Hakim   Pengadilan   adalah   Pejabat   yang   melaksanakan   tugas   kekuasaan 

Kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta 

menyelesaikan semua Perkara yang diajukan kepadanya. 

- Dalam  Perkara  Perdata,  Hakim  harus  membantu  para  pencari  Keadilan  dan 

berusaha  keras  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dan  rintangan  agar 

terciptanya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

5. PANITERA PENGGANTI 

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara Perdata, Pidana serta melaporkan 

kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. 

- Membuat Berita Acara Persidangan 

- Mencatat Perubahan/Penundaan Hari sidang. 

- Menandatangani Berita acara Persidangan bersama Majelis Hakim. 

- Menyerahkan berkas perkara kepada Kepaniteraan Pidana dan Perdata untuk 

diminutasi. 

 

6. JURUSITA 

a. Jurusita/Jurusita Pengganti 

- Jurusita/Jurusita pengganti bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang 

diberikan oleh Hakim ( Ketua Majelis). 

- Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas menyampaikan Relaas Panggilan sidang dan 

menyampaikan pemberitahuan Putusan Pengadilan. 
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- Jurusita/Jurusita    Pengganti    melakukan    penyitaan    atas    perintah    Ketua 

Pengadilan Negeri 

- Jurusita/Jurusita Pengganti membuat Berita Acara Penyitaan, yang salinannya 

kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait. 

7. STAFF 

- Membantu melakukan pekerjaan atasannya. 

- Dll. 

 

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 

  Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan bahwa 

untuk  mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerinthan dan pembangunan diperlukan Pegawai 

Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi 

kerja. Untuk menjamin objektivitas dalam pertimbangan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.  

  Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil maka secara otomatis setiap PNS berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan arah tujuan dari 

pelaksanaan tugas kedinasan yang diukur dengan adanya target dan pencapaian dari sasaran kinerja 

masing-masing pegawai. Ditahun 2015 ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memulai pelaksanaan 

penilaian kinerja PNS dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Adapun masing-masing 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai berikut: 

1. ESELON III 

a. Ketua Pengadilan 

- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik 

dan lancar ; 

- Menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Ketua Baperjakat ; 
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- Menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai koordinator pengawas bidang ; 

- Menunjuk  Hakim-hakim sebagai pengawas bidang tertentu ; 

- Memberikan disposisi surat masuk pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ; 

- Mengadakan rapat bulanan. 

- Menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan Perkara Perdata gugatan ; 

- Sebagai Hakim Ketua Majelis, menyidangkan Perkara sampai dengan putusan dan 

bertanggung jawab dengan minutasi perkara ; 

- Melaksanakan an maning/ teguran untuk memenuhi isi putusan ; 

- Memerintahkan sita eksekusi ; 

- Memerintahkan/ mengawasi pelaksanaan eksekusi riil/ pengosongan ; 

- Memerintahkan dilakukan eksekusi lelang ; 

- Menyiapkan besarnya panjar biaya perkara ; 

- Memberikan izin untuk beracara secara insidentil ; 

- Menyiapkan biaya pelaksanaan an maning, sisa eksekusi dan eksekusi riil ; 

- Menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara Pidana biasa. 

- Sebagai Hakim Ketua Majelis, menyidangkan perkara sampai dengan putusan dan 

bertanggung jawab sampai dengan minutasi perkara. 

- Menandatangani penetapan penahanan, penetapan perpanjangan penahanan khusus 

untuk perkara yang Ketua Majelisnya Ketua Pengadilan Negeri. 

- Menghadiri undangan instansi lain. 

- Mengambil sumpah anggota DPRD. 

b. Wakil Ketua Pengadilan 

- Pembagian Perkara Perdata Permohonan dan Pidana Singkat/Tindak Pidana Ringan  

danTindakpidana Lalulintas; 

- MengeluarkanPenetapanPenyitan,Pengledahandan Perpanjangan Penahanan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik; 

- Mengeluarkan Izin /Penetapan Sita ; 

- Koordinator tugas-tugas Pengawasan Bidang, Penyelesaian tunggakan Minutasi Perkara, 

PembenahanArsip PerkaraIn-aktif dan Pembenahan Perpustakaan; 

- Pengawasan Bidang Keuangan, baik keuangan Perkara maupun Anggaran Pendapatandan 

Belanja Negara ( DIPA) Tahun Anggaran perjalan; 
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- Pengawasan   Disiplin  Pegawai  dan   Bimbingan  terhadap  Hakim,  Pejabat Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan tehnis yudisiil dan administrasi; 

- Melaksanakantugas sebagai Ketua BAPERJAKAT. 

- Melaksanakan tugas sebagai Ketua TimPengawas Absen. 

- Melaksanakan tugas Ketuaapabila Ketuaberhalangan 

- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang,  pelaksanakan serta pengorganisasiannya. 

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang telah ditentukan 

dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 

- Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan tehnis yustisial, 

umpamanya mengenai pelaksanaan eksekusi serta melaporkan kepada pimpinan 

Pengadilan secara berkala. 

- Menetapkan hari sidang. 

- Menetapkan sita jaminan. 

- Mengadakan pemeriksaan setempat. 

- Mengemukaan pendapat dalam musyawarah Majelis. 

- Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan. 

- Menandatangani putusan yangsudah diucapkan dalam persidangan. 

- Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan / permasalahan hukum yang 

diterima dari PengadilanTinggi / Mahkamah Agung. 

2. ESELON IV 

a. Panitera  

- Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, melaksanakannya serta pengorganisaiannya. 

- Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri dan bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dan administrasi umum. 

- Menerbitkan SPM. Sebagai Kuasa Pengguna anggaran didasarkan pada alokasi dana yang 

tersedia dalam DIPA. 

- Melaksanakan pembayaran tagihan atas beban Belanja Negara melalui SMP. LS yang 

disampaikan kepada KPPN Dengan dilengkapi bukti-bukti asli. 
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- Bertanggungjawab atas Pengurusan berkas perkara putusan , dokumen, buku daftar, buku 

jurnal, buku register dan surat-surat / dokumen lainnya yang disimpan dikepaniteraan. 

- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan perkara perkara, 

keuangan rutin dankeuangan titipan pihak ketiga ( Consinatie). 

- Mengatur pembagian tugas bagi Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Panitera 

-  Pengganti, Jurusita danJurusita Pengganti. 

- Membuat salinan Putusan /Penetapan. 

- Menandatangani  Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri dan surat- surat lain yang 

menjadi wewenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

- Membuatdan menandatangani Akta : 

 Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dan Akta 

Pencabutan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). 

 Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembalidan 

Pemberitahuan untuk Inzage. 

 Penerimaan memori, kontra memori : Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. 

 Penyampaian memori.Kontra memori :Banding,kasasi danPeninjauan Kembali. 

 Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 

- Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan Peninjauan 

- Kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Melaksanakan Sita Jaminan, sita Eksekusi. 

- Melaksanakan isi Putusan yang dimohonlan eksekusi dan melaporkan pada Ketua 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

- Mendistribusikannya  surat-surat  yang  telah  didisposisi  Ketua  Pengadilan kepada Unit 

pelaksana. 

- Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan. 

- Melaksanakantugas sebagai Anggota BAPERJAKAT. 

- Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen. 

- Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan pesidangan 

secara bergantian. 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 
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b. Sekretaris 

- Membantu tugas Ketua Pengadilan dalam hal memimpin tugas pelaksanaan 

kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

- Memimpin pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris/ Pejabat Pembuat Komitmen. 

-  Menggerakkan dan mengarahkan pelaksana kegiatan bawahan. 

-  Menetapkan sarana-sarana kegiatankesekretariatan setiap tahun kegiatan. 

- Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 

- Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan 

kesekretariatan. 

- Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Subbagian Umum 

dan Keuangan dan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

- Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan / program kerja di bidang 

kesekretariatan, menanggapidan memecahkan masalah yang muncul dibidang 

kesekretariatan. 

-  Membuat DP. 3 / Penilaian Prestasi Kerja PNS bagi pejabat Kesekretariatan. 

- Membuat Notulen Rapat rutin bulanan. 

- Mengarahkan Siswa / Mahasiswa yang melakukan penelitian / PPL / PKL di Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas II. 

-  Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 

- Melaksanakan tugas khusus yang diberikanatasan. 

- Mengevaluasai prestasi kerja bawahan dilingkungan Kesekretariatan. 

- Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Panitera/ Sekretaris atau Ketua Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun. 

-  Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT. 

-  Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen. 

3. PANITERA MUDA DAN KEPALA SUBBAGIAN 

a. Panitera Muda Perdata 

- Membatu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan 

pengorganisasian. 

- PenanggungJawab  Pelaksanaan Tugas pada Kepaniteraan Perdata yang meliputi : 

 Menerima pendaftaran perkara 
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 Melaksanakan Adminstrasi perkara 

 Mengawasi pelaksanan tugas-tugas administrasi perkara 

 Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di Kepaniteraan Perdata 

 Menerima permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali 

 Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon. 

 Membuat Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) dan 

menyerahkan SKUM tersebut kepada pihak Penggugat atau Pemohon. 

 Menaksir biaya perkara yang kemudian dinyatakan dalam SKUM 

  Menyerahkan kembali surat Permohonan kepada pihak Pemohon. 

 Memberikan penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan 

perkara yang diajukan. 

 Melaporkan kegiatantugas kepada Panitera. 

- Mengelola Aplikasi CTS bidang Perdata. 

b. Panitera Muda Pidana 

- Membantu Pimpinan dalam membuat Program Kerja Tahunan, pelaksanaan dan 

pengorganisasian ; 

- Membuat berita acara sidang dan menyelesaikan minutasi perkara ; 

- Memeriksa berkas perkara pidana banding, Kasasi, PK dan Grasi ; 

- Mengoreksi salinan putusan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ; 

- Memberikan penilaian serta evaluasi kinerja staf yang meliputi Meja Pertama, Meja 

Kedua dan staf Kepaniteraan Pidana ; 

- Membuat konsep surat keluar sesuai disposisi pimpinan ; 

- Membuat konsep laporan kepaniteraan Pidana ; 

- Menerima dan menidaklanjuti surat sesuai dengan disposisi Pimpinan ; 

- Menyerahkan berkas minutasi perkara pidana ke Kepaniteraan Hukum ; 

- Memeriksa dan memberikan paraf pada Penetapan Ijin/Persetujuan Penyitaan, 

Penggeledahan dan Pelelangan ; 

- Memeriksa dan memberikan paraf pada Penetapan Penunjukkan Hakim dan Panitera 

Pengganti ; 

- Memeriksa dan memberikan paraf pada surat keluar yang berkaitan dengan Kepaniteraan 

Pidana ; 
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- Mengelola Aplikasi CTS bidang Pidana. 

c. Panitera Muda Hukum 

- Membantu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan 

pengorganisasian. 

- Penanggung Jawab  Pelaksanaan Tugas pada Kepaniteraan Hukum yang meliputi: 

 Menyiapkan arsip perkara pada box-box arsip dan membuat kendali arsip sesuai 

ketentuan. 

 Membuat Laporan: 

a.  Bulanan. 

b.  CaturWulan 

c.  Semesteran 

d. Tahunan  

e.   Statistik 

 Legalisasi Badan Hukum 

 Register Badan Hukum. 

 Pencaftaran Surat Kuasa. 

 Register Surat Kuasa. 

 Register Pengaduan 

 Perihal Kearsipan Perkara pidana dan perdata 

 Register Perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 Bon pinjam arsip perkara pidana dan perdata. 

 Pembuatan Grafik Statistik Perkara Perdata danPidana 

 Agenda surat-surat masuk dan keluar. 

 Petugas Informasi mengenai tatacara Pengaduan dan tindak lanjut penanganan 

pengaduan masyarakat dan Biaya Perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan lain-lain 

yang dikelola Kepaniteraam.  

 Mengupload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI  

 Tugas-tugas lainyang ditentukan dalam buku II ( Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Administrasi Peradilan). 

 Mengelola Laporan Aplikasi CTS. 
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d. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan 

- Memimpin pelaksanaan tugas Urusan Keuangan. 

- Menguji SPP dan menandatangani SPM. 

- Membuat SKPP bagi pegawai yang mengalami pindah tugas dan purna tugas 

- Membuat laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan SAKPA. 

- Membuat laporan realisasi anggaran (LRA) bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. 

- Membuat laporan Kinerja Keuangan triwulan I, II, III, IV. 

- Memberikan penilaian DP3 kepada bawahannya. 

- Membuat rencana kerja penggunaan anggaran untuk satu tahun. 

- Membuat laporan semesteran  I dan II Calk (Catatan Laporan Keuangan). 

- Menyusun dan mengusulkan RKA-KL, untuk tahun selanjutnya. 

- Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja dibidang kesekretariatan. 

- Melaksanakan tugas apabila ada panggilan program Aplikasi. 

- Membantu kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran apabila ada 

kendala. 

- Mengelola Aplikasi Komdanas Keuangan, SAKPA dan SAIBA 

- Bertanggung  Jawab atas penyelenggaraan administrasi pada Urusan Umum yang 

meliputi: 

1.   Surat menyurat ( surat masuk/surat keluar sampai dengan pendistribusian dan 

pengarsipan). 

2.   Urusan Inventarisasi Barang BMN/Simak BMN sampai dengan Aplikasi dan 

Pelaporannya. 

3.   Urusan Perpustakaan dan Administrasi Perpustakaan. 

4.   Urusan RumahTangga Kantor ke dalam/keluar. 

- 5.  Mengelola Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan 

e. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

- Membantu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan 

pengorganisasian. 

- Bertanggung Jawab atas penyelenggaraan administrasi pada urusan 

Kepegawaian yang meliputi : 

1. Menerima, mencatat, mengelola, menyalurkan dan menyelesaikan surat-

rurat masuk/keluar diurusan Kepegawaian. 
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2. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi: 

a.  Buku Induk Pegawai : 

- Mencatat perubahan pangkat, gaji dan impasing pada buku Induk 

Pegawai. 

b.   File Kepegawaian: 

- Meneliti/memeriksa/melengkapi file kepegawaian. 

- Menyusun file Kepegawaian perorangan sesuai dengan urutan Nomor 

Induk Pegawai. 

- Menyiapkan dan  mengirim file Kepegawaian bagi Hakim dan 

Karyawan yang mutasi. c.  Kartu Pegawai: 

- Mengusulkan Kartu Pegawai ke PT. Palangka Raya.  

d.   Kartu Isteri /Suami: 

- Mengusulkan KartuIsteri/Suami ke PT. Palangka Raya. 

3. Mengurus Kepangkatan, penggajian, cuti dan Jabatan 

a.  Membuat dan mengirimkan Daftar Nominatif rencana Kenaikan Pangkat 

dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

b.   Membuat usulan Kenaikan Pangkat, penyesuaian ijasah, membuat usulan 

CPNS menjadi PNS. 

c.  Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala. 

d.   Membuat usulan  pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan, baik 

jabatan Struktural maupun Fungsional. 

e.  Menerbitkan surat izin cuti atas permohonan izin cuti pegawai. 

f. Membuat Surat Pernyataan Menduduki  Jabatan dan Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas  serta Surat Pernyataan Pelantikan. 

4. Membuat usulan  pemberhentian pegawai karena mencapai batas usia 

pensiun, atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri. 

5. Meningkatkan kualitas SDM/pengembangan karier pegawai melalui: 

a.  Mengusulkan  peserta ujian dinas.  

b.   Mengusulkan calon peserta Diklat. 
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6. Menyusun laporan bagian kepegawaian  yang meliputi : 

a.  Laporan Rutin Bulanan  yang meliputi : 

-Rekap Daftar Hadir dan Pulang Pegawai. 

-Daftar Keadaan Pegawai. 

-Daftar IsianPegawai. 

-Rekapitulasi  JumlahPegawai. 

Semuanya dikirim ke Pengadilan Tinngi Palangka  Raya. 

c. . Membuat laporan Triwulan tentang keadaan  Ketua, Wakil Ketua, Hakim 

dan Panitera/ Sekretaris dibuat pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober 

dikirim kepada Biro Kepegawaian MARI.,tembusan ke PengadilanTinggi 

Palangka Raya. 

d.  Membuat Daftar KeadaanTenagaTehnis pada setiap bulan Januari,Maret, 

September dan Desember dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan 

Tembusan ke Sekretaris MARI dan Dirjen. Badan Peradilan Umum MARI. 

e.  Membuat  Bezzetting Hakim danBezzetting Pegawai dikirim ke Dirjen. 

Badan Peradilan Umum MARI. 

f. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada tiap bulan Desember dan 

dikirim ke PengadilanTinggi Palangka Raya. 

g.   Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Struktural maupun 

Fungsional  dan membuat KP.4 seluruh pegawai dibuat pada bulan Desember 

dikirimke KPPN setempat. 

7. Membuat   Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP.3) bagi Wakil Ketua, 

Hakim,Panitera/ Sekretaris dan seluruh Pegawai pada bulan Desember dan 

menyiapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP.3) bagi Ketua 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memenuhi permintaan dari Pengadilan 

Tinggi Palangka Raya. 

8. Membuat Surat Keputusan /Penetapan antara Lain  : 

- Surat  Keputusan  Hakim  Pengawas  Bidang  pada  Pengadilan  Negeri 

Pangkalan Bun. 

- Surat Penetapan Pembentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun 
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- SuratKeputusanHakimPengawasdanPengamatpadaPengadilanNegeri 

Pangkalan Bun 

- SuratKeputusantentangPembagianTugasantaraKetuadanWakilKetua 

padaPengadilanNegeriPangkalan Bun 

9. Membuat Surat-surat keputusan antara lain : 

- Surat Keputusan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, SuratKeputusan Penunjukan Pejabat 

Pembuatan Komitmen pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pejabat, 

Penguji Tagihan/SPM, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun dan Staf Pengelola Keuangan. 

- Surat Keputusan PenunjukanAtasan Langsung Bendahara Penegelola 

PNBP dan Bendahara Pengelola PNBP. 

- Surat Keputusan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

10. Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BAPERJAKAT. 

11. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen. 

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan /diperintah oleh atasan. 

13. Mengelola Apilakasi Komdanas Kepegawaian, SAPK dan SIMPEG. 

f. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

- Membatu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan 

pengorganisasian. 

- Menyusun program dan anggaran tahun berikutnya 

- Merencanakan kegiatan dan anggaran tahun berjalan 

- Merencanakan DIPA 

- Membuat revisi DIPA 

- Membuat belanja modal 

- Menerima barang persediaan 

- Menyusun Laporan Bulanan 

- Menyusun Laporan Semester 

- Menyusun Laporan Tahunan 

- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 
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5. FUNGSIONAL 

a. Hakim 

- Hakim   Pengadilan   adalah   Pejabat   yang   melaksanakan   tugas   kekuasaan Kehakiman, 

tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 

semua Perkara yang diajukan kepadanya. 

- Dalam  Perkara  Perdata,  Hakim  harus  membantu  para  pencari  Keadilan  dan berusaha  

keras  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dan  rintangan  agar terciptanya Peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

6. PANITERA PENGGANTI 

a. Panitera Pengganti 

- Membuat Penetapan Hari Sidang 

- Membuat Penetapan Penahanan 

- Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan 

- Membuat Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti, Penangguhan / Pembantaran Penahanan 

- Mencatat Jalannya Persidangan Setiap Persidangan 

- Membuat Berita Acara Persidangan Setiap Persidangan 

- Membuat Petikan Putusan 

- Mengisi CTS Sampai Tahap Minutasi 

- Meminutasi Berkas Perkara. 

7. JURUSITA 

a. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

- Melaksanakan semua perintah Pemanggilan/Pemberitahuan yang diberikan oleh Ketua 

Majelis Hakim menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang- undang. 

- Melakukan sita jaminan(CB) sita eksekusi, eksekusi dan pengangkatan sita atas perintah 

Ketua Majelis/Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

8. STAFF 

a. Pelaksana Kepaniteraan Perdata 

-  Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat keluar 

- Menerima dan meregister Gugatan, Permohonan, Permohonan Banding, Permohonan 

Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi, Permohonan Somasi dan Permohonan Consinatie. 

- Menerima dan mencatat pengelolaan keuangan biaya proses perkara. 

- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 
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b. Pelaksana Kepaniteraan Pidana 

- Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat keluar 

- Menerima dan meregister Berkas Perkara Pidana Biasa/Khusus, Perkara Singkat, Perkara, 

Perkara Lalulintas, Perkara Banding, Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Perkara Grasi 

dan Pra Peradilan. 

- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 

c. Pelaksana Kepaniteraan Hukum 

-  Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat keluar 

- Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan Laporan Tahunan. 

- Mengarsipkan berkas perkara pidana/perdata 

- Mengupload putusan ke direkotori putusan 

- Meregister Pendaftaran Badan Hukum, Surat Kuasa, Surat Bukti 

d. Pelaksana Subbagian Umum dan Keuangan 

- Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat keluar 

- Membantu membuat pembukuan pengeluaran dan penerimaan 

- Melakukan penyetoran pajak 

- Membuat SPPD 

- Melakukan inventarisi dan pencatatan BMN 

- Memasukan data aplikasi SIMAK-BMN 

- Memasukan data aplikasi persediaan 

- Melakukan pengecekan berkala pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan Roda 2 

e. Pelaksana Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  

- Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat 

- Mengumpulkan berkas usulan kenaikan pangkat dan pensiun 

- Menyiapkan bahan-bahan rapat 

- Menyiapkan penyelenggaraan pelantikan pejabat 

- Melaksanakan peremajaan data kepegawaian 
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f. Pelaksana Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

- Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk 

- Membuat konsep surat 

- Menangani server dan SIPP sebagai admin IT 

- Melakukan perawatan jaringan 

- Menangani hardware/pengolah data yang rusak 

- Mengisi pembaruan konten website 
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 
 

 
 

A.    Sumber Daya Manusia. 

Keadaan jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Ketua, Hakim 

dan Pegawai   yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah 36 (tiga puluh 

enam) orang dengan perincian : 

Ketua                                                :     1    orang 

Wakil Ketua                                    :     1    orang 

Hakim                                           :     4    orang 

Panitera                                    :     1    orang 

Sekretaris                             :     1    orang 

Panitera Muda Hukum                 :     1    orang 

Panitera Muda Perdata                :     1    orang 

Panitera Muda Pidana                  :     1    orang 

Kasubbag Kepegawaian, Ortala  :     1    orang  

Kasubbag  Umum & Keuangan   :     1    orang  

Kasubbag PTIP                             :     1    orang 

Panitera Pengganti                      :     10    orang 

Jurusita                                            :     1    orang 

Jurusita Pengganti                        :      1    orang 

Staf                                                   :     5    orang 

 

Dengan perincian golongan adalah : 

Gol IV                                    : 1  orang 

Gol III                                    :   20 orang 

Gol II                                     :  5 orang 

Gol I                                      :  - orang 
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Sedangkan Tenaga Honorer yang ada : 

Satpam                                            :    2    orang 

Pengemudi                                      :    1    orang 

Pramubakti                                     :    9    orang 

1. Profil Sumber Daya Manusia 

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial : 

Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II, Hakim yang ada sampai dengan 31 

Desember 2016 sejumlah 5 (lima) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, adapun 

nama-nama Hakim yang ada adalah : 

1. AA. GD. Agung Parnata, SH, CN (Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) 

2. Eman Sulaeman, SH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) 

3. M. Ikhsan, SH (Hakim) 

4. Iman Santoso, SH, MH (Hakim) 

5. Iqbal Albana, SH, MH (Hakim) 

6. Mantiko Sumanda Moechtar, SH, M.Kn. 

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai pada tanggal 31 

Desember 2016 sejumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Panitera, adapun nama-nama 

panitera pengganti yang ada adalah :;: 

1. Wahdani, SH (Panitera) 

2. Ucok Richon Manik, SH (Panitera Muda Pidana) 

3. Jurmani, SH (Panitera Muda Perdata) 

4. Ade Andiko, SH (PLT Panitera Muda Hukum) 

5. Hj. Rusnaniah, SH ( Panitera Pengganti ) 

6. Maskarminah ( Panitera Pengganti ) 

7. Patmawaty, SH ( Panitera Pengganti ) 

8. Hariyanto ( Panitera Pengganti ) 

9. Yelly Febdrianty, SH ( Panitera Pengganti ) 

10. Edi Zarqoni, SH ( Panitera Pengganti ) 
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Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai dengan tanggal 31 

Desember 2016 ada 2 (dua) Majelis Hakim termasuk Majelis Ketua, yang ditetapkan 

dengan surat penetapan Ketua nomor : W16-U3/031/KPN/SK/IX/2016, tertanggal 14 

September 2016. Disamping sebagai Majelis Hakim, para Hakim mempunyai tugas 

sebagai Hakim pengawas bidang, dengan susunan menyesuaikan dengan jumlah 

Hakim yang pada kurun waktu tersebut diatas, dan bertugas secara rolling, sehingga 

para Hakim secara merata dapat bertugas secara menyeruluh bergantian kepada 

masing-masing bidang kepaniteraan dan kesekretariatan , untuk penunjukkan Hakim 

Pengawas Bidang tersebut ditetapkan juga dengan Surat Keputusan dari Ketua 

Pengadilan Negeri yaitu : W16-U3/046/KPN/SK/XII/2016, tertanggal 29 Desember  

2016 dengan daftar Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut : 

1. Eman Sulaeman, SH sebagai Pengawas bidang koordinator pengawasan 

kepaniteraan dan kesekretariatan, Hubungan masyarakat (Humas) 

2. Iman Santoso, SH, MH sebagai pengawas bidang kepaniteraan Pidana dan 

Subbagian Kepegawaian dan Ortala. 

3. Muhammad Ikhsan, SH sebagai pengawas bidang Kepaniteraan Hukum 

kesekretariatan Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, dan 

Perpustakaan  

4. Iqbal Albana, SH, MH sebagai pengawas di bidang kepaniteraan Perdata  dan 

kesekretariatan Subbagian Umum dan Keuangan. 

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis 

Nama Pegawai Non Yustisial : 

1. Husni Thamrin sebagai Sekretaris 

2. Deni Nurmansyah, SE sebagai Kepala Subbagian Umum dan Keuangan 

3. Muhammad Amrullah sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi dan Pelaporan 

4. Rosilawati, A.Md. sebagai PLT Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan 
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Tata Laksana 

Sedangkan di setiap Kepaniteraan dibantu oleh staff, hanya pada kepaniteraan 

hukum dan subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang hanya 

dibantu oleh honorer, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Di bagian kepaniteraan Perdata dibantu oleh 1 (satu) staff. 

b. Di bagian Kepaniteraan Pidana dibantu oleh 1 (satu) orang Staff dan 2 

(dua) orang tenaga Honorer 

c. Di bagian Kepaniteraan Hukum dijabat (PLT) Panitera Muda Hukum oleh 

Panitera Pengganti dengan hanya dibantu oleh 2 (dua) orang Honorer 

dengan rincian 1 (sebagai) orang sebagai Staff Hukum dan 1 (satu) orang 

sebagai Petugas Meja Informasi 

d. Di subbagian Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dijabat 

oleh (PLT) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

yang juga merangkap sebagai Jurusita Pengganti dan hanya dibantu 1 

(satu) Tenaga Honorer 

e. Di subbagian Umum Keuangan dibantu oleh 2 (dua) orang Staff yaitu 

Bendahara Pengeluaran dan Staff Keuangan yang merangkap sebagai 

Bendahara Penerimaan serta dibantu 8 (delapan) orang tenaga Honorer 

dengan rincian 3 (tiga) untuk urusan umum dan keuangan, 2 (dua) untuk 

satpam, 1 (satu) untuk supir dan 1 (satu) untuk tukang kebun. 

f. Di subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana dibantu 

oleh 1 orang Staff  

 

 

 

c. Nama Honorer pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah : 

1. Hiskia J. Aritonang 

2. Kao M. Kaokabanullah 
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3. Juni Rahkman 

4. Noor Maydah Lestika 

5. Feri Ayu Andriati 

6. Erwin Tirajul Akbar 

7. Ega Ayu Ananda 

8. Masrun 

9. Bayu Dzulmi Kurdani 

10. Suhadi 

11. Sumardi 

12. Agus Kristanto 

 

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II tidak mendapat 

jatah penambahan Pegawai  dan ada 2 (dua) Pegawai yang pensiun. 1 (satu) 

pensiun dikarenakan telah memasuki masa purnabhakti sedangkan 1 (satu) 

pegawai pensiun dikarenakan meninggal dunia. 

 

3. Mutasi 

a. Mutasi Keluar 

Pada tahun 2016 Hakim maupun Pegawai yang Mutasi (keluar) dari 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II adalah : 

No. Nam

a 

Mutasi ke TM

T 
1. Mohamad Zakiuddin, SH Hakim PN RangkasBitung 14-09-2016 

2. Agustinus Herwindu W., SH Hakim PN Kuala Kapuas 05-12-2016 

3.  Titik Budi Winarti, SH., MH. Hakim PN Yogyakarta 21-12-2016 
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b. Mutasi Masuk 

Pada Tahun 2016 Hakim maupun Pegawai yang Mutasi (masuk) ke 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah : 

No. Nam

a 

Mutasi dari Jabatan TMT 

1. Yelly Febdrianty,  SH PN Ketapang Panitera 
Pengganti 

21-03-2016 

2. Jurmani, SH PN Tamiang Layang Panitera 
Muda 
Perdata 

19-12-2016 

3. Eman Sulaeman, SH PN Sumber Wakil 
Ketua 

29-12-2016 

4. Mantiko Sumanda 
Moechtar, SH, M.Kn. 

PN Martapura Hakim 30-12-2016 

 

4. Promosi 

Pada Tahun 2016 ada beberapa Hakim maupun Pegawai yang di 

Promosikan untuk memangku Jabatan, antara lain : 

No. Nama Jabatan Promosi Ket 

1. - - - - 

 

 

5. Pensiun 

Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang pensiun di tahun 2016 ada 2 

(dua) orang yaitu Ibu. Hj. NURSEHAN, yang terhintung mulai tanggal 01 

Agustus 2016 dan Bpk. ABDUL SAMAD, SH yang pensiun dikarenakan 

meninggal dunia terhitung mulai tangggal 31 Agustus 2016. 

B. Keadaan Perkara 

Sampai dengan 31 Desember 2016, keadaan perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun Kelas II adalah sebagai berikut : 

1. Rekapitulasi Perkara 

a. Perkara Perdata 
 

1. Perkara Gugatan :  

 -   Sisa Tahun 2015                                     : 21 Perkara 

 -   Masuk tahun 2016                                :   45 Perkara 

 -   putus                                                        : 57 Perkara 

 -   Damai                                                       : 1 Perkara 
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 -   Cabut / gugur                                          : 15 Perkara 

 -   NO                                                            : - Perkara 

 -   Sisa Tahun 2016                                     :  9 Perkara 

 -   Putus Sudah Minutasi                           :     53 Perkara 

 -   Putus Belum Minutasi                           :  4 Perkara 

 
 

2. Permohonan :  

 -   Sisa Tahun 2015                                     : 1 Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                :   55 Perkara 

 -   Putus                                                        :   55 Perkara 

 -   Cabut / gugur                                          : - Perkara 

 -   NO                                                            : - Perkara 

 -   Sisa Tahun 2016                                     : 1 Perkara 

 -   Putus Sudah Minutasi                           :   50 Perkara 

 -   Putus Belum Minutasi                           : 5 Perkara 

 

3. Banding :  

 -   Sisa Tahun 2015                                     : 7 Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                :   17 Perkara 

 -   Putus                                                        :   17 Perkara 

 -   Dicabut /Gugur                                       : - Perkara 

 -   Sisa                                                           : 7 Perkara 

    

 

4. Kasasi :  

 -   Sisa Tahun 2015                                    :    7 Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                :   13 Perkara 

 -   Putus                                                        :   5 Perkara 

 -   Dicabut /Gugur                                       : - Perkara 

 -   Sisa                                                           :   15 Perkara 

5. Peninjauan Kembali (PK) :  

 -   Sisa Tahun 2015                                     :   2 Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                : - Perkara 

 -   Dicabut                                                    : - Perkara 

 -   Telah dikirim Tahun 2016                     :      - Perkara 

 -   Sisa Belum dikirim                                 : 1 Perkara 

    

b. Perkara Pidana : 

1. Perkara Biasa :  

 -   Sisa Tahun 2015                                    : 91 Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                : 431 Perkara 

 -   Putus                                                        :  405 Perkara 

 -   Sisa                                                           : 78 Perkara 

 -   Putus Sudah Minutasi                           : 405 Perkara 

 -   Putus Belum Minutasi                           : - Perkara 

 

2. Perkara Singkat :  

 -   Sisa Tahun 2015                                    : - Perkara 
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-   Masuk Tahun 2016                               : 75 Perkara 

-   Putus : 75 Perkara 

-   Sisa : - Perkara 

Tilang :    

-   Masuk Tahun 2016                                :   7041 Perkara 

-   Putus                                                        :   7041 Perkara 

-   Sisa                                                           : - Perkara 

 

 -   Masuk Tahun 2016                               :   6 Perkara 

 -   Putus                                                        :    6 Perkara 

 -   Sisa                                                           : - Perkara 

 
3.    Perkara Cepat : 

Tipiring : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Banding :  

 -    Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      : - Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        : - Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                : 29 Perkara 

 -    Putus                                                        : 23 Perkara 

 -    B e lum Putus                                         : - Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           : - Perkara 

 -    belum dikirim                                          : - Perkara 

 - Cabut                                                       :      6 Perkara 

5. Kasasi ;  

 -    Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      : - Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        : 7 Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                :    15 Perkara 

 -    Putus                                                        :     3 Perkara 

 -    B e lum Putus                                         :    18 Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           : - Perkara 

 -    belum dikirim                                          : - Perkara 

 - Cabut                                                       :      1 Perkara 

 

6. 
 
Peninjauan Kembali : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      :      - Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        :     1 Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                :     - Perkara 

 -    Putus                                                        :      1 Perkara 

 -    Belum Putus                                            :      - Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           :      - Perkara 

 -    belum dikirim                                          :      - Perkara 

 

7. 
 
Grasi : 

 

 

 

 

 

 
 
 
  -    Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      :      - Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        :      - Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                :      - Perkara 
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1. Perkara Anak  

 -   Sisa Thn 2015 yang belum diputus     : - Perkara 

 -   Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      : - Perkara 

 -   Masuk Tahun 2016                                :     29 Perkara 

 -   Putus                                                        :     28 Perkara 

 -   belum dikirim                                         : - Perkara 

 -   belum diputus                                        : 1 Perkara 

 -   Putus Sudah Minutasi                           :     28 Perkara 

 -   Putus Belum Minutasi                           : - Perkara 

 

 -    Putus                                                        :      - Perkara 

 -    Belum Putus                                            :      - Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           :      - Perkara 

 -    belum dikirim                                          :      - Perkara 

c.  Perkara Pidana Anak-anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Banding   

 -    Sisa Thn 2015yang belum dikirim      :       - Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        :       - Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                :      5 Perkara 

 -    Putus                                                        :      5 Perkara 

 -    Belum Putus                                            :       - Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           :       - Perkara 

 -    belum dikirim                                          :       - Perkara 

 - Cabut                                                       :       - Perkara 

3. Kasasi  

 -    Sisa Thn 2015 yang belum dikirim      : -       Perkara 

 -    Sisa Thn 2015 yang belum putus        :  -       Perkara 

 -    Masuk Tahun 2016                                : 3      Perkara 

 -    Putus                                                        : -       Perkara 

 -    B e lum Putus                                         :   2    Perkara 

 -    Telah Dikirim                                           :  -     Perkara 

 -    belum dikirim                                          :   -     Perkara 

 - Cabut                                                       :         1      Perkara 
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2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki 3 Majelis Hakim, dan menurut 

perhitungannya rasio perkara terhadap Majelis Hakim adalah : 

Total Perkara: Majelis hakim = 641: 2 = 294.5 

Jadi rasio perkara terhadap Majelis Hakim adalah 320 perkara per Majelis 

3. Putusan yang diajukan Banding 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang dikuatkan Tk Banding 

Pidana   : 22 

Perdata  : 13 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang dibatalkan Tk Banding 

Pidana   : 1 

Perdata  : 4 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang tidak dapat diterima Tk Banding 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

4. Putusan yang diajukan Kasasi 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi; 

Pidana   : 2 

Perdata  : 4 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi; 

Pidana   : - 

Perdata  : 1 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima tk 

Kasasi; 

Pidana   :2 

Perdata  :1 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 
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e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang 

dikuatkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang 

dikuatkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk 

Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK; 

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang 

dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : 1 

Perdata  : - 
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g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang di 

dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. 

Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan 

Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. 

PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 
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n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan 

Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat 

diterima Tk. PK; 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat 

diterima Tk. PK. 

Pidana   : - 

Perdata  : - 

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasana 

1. Gedung 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dipakai sekarang adalah 

gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16, 

Pangkalan Bun. 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut luas bangunannya 80 

m2 konstruksi bangunan permamen dengan luas tanah 170 m2. Keadaan kantor 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut tertata rapi dan rapi dan bersih dengan 

dihiasi dengan taman bunga. Di halaman sampin kantor dibangun sebuah Musholla 

“AL FATH” pada tahun 2014, dan di bagian belakang kantor dibangun lapangan Volly 
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yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Di belakang dan disamping kanan kantor 

dibangun tempat parkir kendaraan roda dua beserta kendaraan roda empat.  Untuk di 

belakang kantor khusus untuk karyawan dan para hakim dan telah diperbaiki tempat 

parkir pegawai tersebut, sedangkan pada bagian samping kanan untuk Kendaraan 

Tahanan, Polisi, dan tamu. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah terdapat Desk 

Info atau Meja Informasi dan sudah dibangun Ruang Tunggu Penggunjung, Ruang 

Menyusui atau laktasi dan Tempat Merokok atau Smoking Area.  

   2. Gedung Tempat Sidang Keliling (Zetting Plaatz) 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai 2 tempat Sidang (Zetting Plaatz) 

yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 

8288 m2 dengan Sertifikat Nomor : 300/1987 dan Tapin Bini, Kelurahan Kudangan, 

Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau dengan luas 1421 m2.  

 

3. Rumah Dinas Pengadilan Negeri 

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang 

melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam hal ini Pemerintah 

telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit dengan 

dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, adapun 

Rumah Dinas tersebut per 31 Desember 2016 yaitu: 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud yang diperuntukannya 

untuk Rumah Dinas Ketua sekarang ditempati oleh Bpk. A.A. GD. AGUNG 

PARNATA, SH, CN (Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan) 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman SH yang diperuntukannya 

untuk Rumah Dinas Wakil Ketua sekarang ditempati oleh Bpk EMAN SULAEMAN, 

SH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang 

ditempati oleh Bpk. IMAN SANTOSO, SH, MH. 
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- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum 

ditempati dan dalam kondisi baik. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 Gang Lombok yang 

peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum ditempati dan dalam 

keadaan rusak berat. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman  yang peruntukannya 

untuk Rumah Dinas Panitera sekarang ditempati oleh Bpk. WAHDANI, SH. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Sekretaris sekarang ditempati oleh Bpk. HUSNI THAMRIN, ST. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MUHAMMAD IKHSAN, SH. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MANTIKO SUMANDA 

MOECHTAR, SH., M.Kn. 

- Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. IQBAL ALBANNA, SH, MH. 

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengailan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas II meliputi barang-barang sebagai berikut : 

NO Jenis BMN Mebeleir Jumlah Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Kendaraan Dinas Roda 4 
Kendaraan Dinas Roda 2 
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci) 
Mesin Ketik Manual Standar (14-16 inci) 
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci) 
Mesin Hitung Elektronik/Kalkulator 
Lemari Besi/Metal  
Lemari Kayu 
Rak Besi 
Rak Kayu 
Filling Cabinet Besi 
Brandkas 
Buffet 
Papan Visual/papan nama 
Whiteboard  
Peta 

4 
6 
7 
1 
2 
1 
8 

16 
4 

12 
10 
3 
5 
9 
4 
1 

Baik 
Baik 

Rusak 7 
Rusak 1 
Rusak 2 
Rusak 1 
Rusak 7 

Rusak 16 
Rusak 4 

Rusak 12 
Rusak 10 
Rusak 3 
Rusak 5 
Rusak 9 
Rusak 4 
Rusak 1 
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D. Pengelolaan Keuangan  ( Januari s/d Desember 2016) adalah : 
 
 DIPA 01. 
1. Belanja Pegawai  
 -   Pagu                                                    : Rp. 3.026.071.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 2.949.221.773,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 78.849.227,- 

 
2. Belanja Barang Operasional  
 -   Pagu                                                    : Rp. 366.005.000,- 
 -   Realisasi                                             : Rp. 365.986.667,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 18.333,- 
 
3. Belanja Barang Non Operasional  
 -   Pagu                                                    : Rp. 22.107.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 22.062.309,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 44.691,- 
 
4. Belanja Pemeliharaan  
 -   Pagu                                                    : Rp. 293.856.256,- 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Mesin Absensi 
Meja Kerja Besi/Metal 
Meja Kerja Kayu 
Kursi Besi/metal 
Kursi Kayu 
Sice 
Bangku Pangjang Kayu 
Meja Komputer 
Meja Resepsionis  
Jam Elektronik 
Mesin Pemotong Rumput 
A.C. Split 
Kipas Angin 
Exhause Fan 
Tape Recorder 
Amplifier 
Loudspeaker 
Wireless 
Megaphone 
Microphone 
Alat Hiasan 
Tiang Bendera 
Kaca Hias 
Palu Sidang 
Lambang Instansi 
Handy Cam 
Gordyin/kray 
Camera Digital 
Pesawat Telephone 
Facsimile 
Komputer Jaringan Lainnnya 
P.C. Unit 
Laptop 
Printer 
Peralatan Personal Komputer lainnya 
Server 
Monografi 

1 
1 

46 
28 
44 
5 

13 
1 
1 
8 
1 

15 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

13 
2 
6 
4 
2 

4172 

 

Baik 
Rusak 1 

Rusak 33 
Rusak 28 
Rusak 20 
Rusak 5 

Rusak 13 
Baik 
Baik 

Rusak 8 
Rusak 1 
Rusak 7 
Rusak 1 
Rusak 4 
Rusak 1 
Rusak 1 
Rusak 1 
Rusak 2 
Rusak 1 
Rusak 1 
Rusak 1 
Rusak 2 
Rusak 4 
Rusak 2 
Rusak 2 

Baik 
Rusak 1 

Baik 
Rusak 2 
Rusak 2 

Baik 
Rusak 5 

Baik 
Rusak 4 
Rusak 4 

Baik 
Baik 
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 -   Realisasi                                             :  Rp. . 293.856.256,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 0,- 
 
5. Belanja Perjalanan  
 -   Pagu                                                    : Rp. 69.850.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp 64.844.562,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 5.005.438, - 
 
6. Belanja Jasa  
 -   Pagu                                                    : Rp. 69.850.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 69.579.562,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 270.438,- 
 
7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

-   Pagu                                                    :    - 
-   Realisasi                                             :    - 
-   Sisa                                                      :    - 

 
8. Belanja Modal Tanah 

-   Pagu                                                    :  Rp. 10.000.000,- 
-   Realisasi                                             :   Rp 10.000.000,- 
-   Sisa                                                      :    - 

 
9. Belanja Mesin dan Peralatan 

-   Pagu                                                    :   Rp. 94.000.000,- 
-   Realisasi                                             :   Rp. 93.900.000,- 
-   Sisa                                                      :   Rp. 100.000,- 

 
9. Penerimaan PNBP 

-   Diterima                                             :    Rp. 22.800.240 ,- 
-   Disetorkan                                         :     Rp. 22.800.240,- 

 
DIPA 03 
1. Belanja Barang Operasional  
 -   Pagu                                                    : Rp. 31.784.900,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 29.682.696,- 
 -   Sisa                                                      :  Rp. 2.102.204,- 
 
2. Belanja Barang Non Operasional  
 -   Pagu                                                    : Rp 51.320.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 50.293.000,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 1.027.000,- 
 
3. Belanja Jasa 

-   Pagu                                                    :  Rp. 54.000.000,-   
-   Realisasi                                             :   Rp. 54.000.000,-   
-   Sisa                                                      :   Rp. 0,- 

 
4. Belanja Perjalanan  
 -   Pagu                                                    : Rp. 68.640.000,- 
 -   Realisasi                                             :  Rp. 68.616.500,- 
 -   Sisa                                                      : Rp. 23.500,- 

 
5. Penerimaan PNBP  
 -   Diterima                                             :  Rp. 12.951.000,-  
 -   Disetorkan                                         :  Rp. 12.951.000,-   
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E. Dukungan Teknologi Informasi  

 
Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas II telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam 

usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel, hal ini 

sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas II : 

1. Perangkat Keras 

a. Server       : 2 Unit 

b. Personal Computer      : 9 Unit 

c. Laptop       : 4 Unit 

d. Mikrotik       : 1 Unit 

e. Switch 24 Port      : 1 Unit 

f. 1 (satu) set alat Perekam Visual berupa  : 

 1 HardDisk 

 8 Kamera CCTV 

 1 Kamera DLSR 

 1 Handicam 

2. Perangkat Lunak 

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat lunak yang tersedia pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu: 

a. SIPP/CTS Versi 3.1.5 lokal dan online ( http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/ ) Versi 

3.1.5 

b. Website PN Pangkalan Bun, alamat/ url:  www.pn-pangkalanbun.go.id   yang 

sudah sesuai dengan Standar Website sesuai Instruksi dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.  

c. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP lokal. 

d. Aplikasi Perpustakaan.  

http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/
http://www.pn-pangkalanbun.go.id/
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e. Aplikasi Monitoring Kinerja SIPP.  

f. Aplikasi Papan Informasi.  

g. Software CCTV (Rekaman). 

F. Regulasi Tahun 2016 

Adapun regulasi di tahun 2016 yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area 

penguatan RB masih  belum banyak yang dapat dilakukan mengingat minimnya SDM, 

sosialisasi dan pelatihan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas II. Adapun kondisi yang ada saat ini pada Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas II dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 

- SK Tim Reformasi Birokrasi masih belum ada; 

- Pelaksanaan Role Model pegawai (Penetapan Pegawai Teladan) sudah ada 

dan terhitung setiap 6 bulan sekali; 

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Panitera dan Jurusita serta Kode Etik Pegawai telah diketahui namun belum 

pernah dievaluasi pelaksanaannya. 

- Pemasangan Banner tentang Anti Korupsi dan Area streril Korupsi sudah ada. 

- Untuk mendapatkan informasi pelayanan publik dan kepuasan pencari 

keadilan, telah disediakan meja informasi (desk info), meja pengaduan dan 

kotak saran. Segala macam pelayanan publik sekarang hanya melalui meja 

informasi atau desk info Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II. 

2. Penataan Perundang-undangan 

- Pedoman teknis penyusunan Peraturan Ketua Pengadilan Negeri dan 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri masih belum ada. 

- Untuk mendapatkan informasi Perundang-undangan biasanya dilakukan 

dengan mengakses website JDIH Mahkamah Agung RI di url 

jdih.mahkamahagung.go.id. 
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- JDIH Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih dalam proses pembuatan dan 

terkendala bandwith internet yang terbatas saat upload data base JDIH 

sehingga url jdih.pn-pangkalanbun.go.id masih belum beroperasi. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

- Pentapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan telah dibuat namun 

evaluasi capaian, faktor pendukung dan kendala masih belum terkelola 

dengan baik. 

- Aplikasi pengelolaan data kepegawaian : SIMPEG, SAPK, SIKEP telah 

digunakan dan diupdate secara rutin. 

4. Penataan Tata Laksana 

- Sistem informasi  penelusuran perkara (SIPP) atau Case tracking System(CTS) 

versi 3.1.5 telah digunakan dan dijalankan oleh masing-masing user terkait 

secara rutin. 

- Proses sinkronisasi data SIPP lokal ke SIPP MARI dan website Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan secara rutin setiap hari. 

- SOP pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah ada. SOP 

tersebut merupakan SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun dan dibuat oleh Management Representative. SOP Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun ini mengacu pada nilai-nilai standar akreditasi. 

- RENSTRA, IKU, PKT, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) telah dibuat secara rutin setiap tahun. 

- Jadwal sidang bisa didapat melalui website (www.pn-pangkalanbun.go.id) dan 

di televisi meja informasi. 

- Aplikasi SMS Gateway penelusuran status perkara masih belum diterapkan 

terkendala jumlah SDM dan anggaran. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

- Jabatan yang kosong hingga saat ini adalah Panitera Muda Hukum namun 

untuk mengatasi hal ini telah diusulkan pegawai untuk menduduki jabatan 

http://www.pn-pangkalanbun.go.id/
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tersebut. 

- Jabatan yang kosong lainnya yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana untuk mengatasi hal ini telah diusulkan pegawai 

untuk menduduki jabatan tersebut. 

- Tim Baperjakat telah ada dan berjalan dengan baik. 

- Dengan berlakunya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

PNS maka sejak tahun 2014 dan 2015, Hakim dan Pegawai telah membuat 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan diberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

- Program Kerja Tahunan telah dibuat. 

- Indikator Kinerja Utama (IKU), RENSTRA, PKT, RKT, dan LAKIP telah dibuat. 

- SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS telah dibuat. 

- Website telah ada  dengan url : www.pn-pangkalanbun.go.id berdasarkan SK 

Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/2011 dan sudah menyesuaikan 

dengan standar website peradilan dari Direktorat Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung RI. 

7. Penguatan Pengawasan 

- Pengawasan internal telah berjalan dengan ditetapkannya Hakim Pengawas 

Bidang dan Tim Pengawas Disiplin. 

- Program anti korupsi dan banner anti korupsi masih sudah ada. 

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dimasukan secara online pada 

website LKPP url: sirup.lkpp.go.id 

- Data kinerja anggaran melalui e-monev Bappenas dan e-monev anggaran 

Kementerian Keuangan telah dimasukan dan berjalan secara rutin. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

- Berdasarkan SK Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan telah dibuat pula standar pelayanan antara lain: 

Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi, Pelayanan Persidangan, Bantuan 

http://www.pn-pangkalanbun.go.id/
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Hukum, Pelayanan Perkara Perdata, Pelayanan Perkara Pidana. 

- Maklumat Pelayan Publik telah dibuat dan sudah dibuat banner yang 

dipasang di meja informasi sebagai dasar untuk melayani publik. 

- Sarana Pendukung Pelayanan dan Informasi Publik yang telah ada antara lain: 

Meja Informasi atau Desk Info, Meja Pengaduan, Meja Posbakum, Ruang 

Tunggu Tamu, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Tunggu Pengunjung Sidang, 

Tempat Merokok (Smoking Area), Sistem Pelayanan Sidang Tilang Lalu Lintas 

dan Ruang Perpustakaan. 

- MOU dengan stakeholder tentang pelaksanaan sidang tepat jadwal/waktu 

belum ada, namun hal ini telah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait 
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BAB IV 

PENGAWASAN 
 

 
A.    Internal 

 
 

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada 

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan. 

Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Pelaksanaan Pengawasan melekat telah 

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Panitera/Sekretaris. Untuk 

para Hakim pelaksanaan Pengawasan melekat ada pada     Ketua Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun,  sedangkan  para  Pejabat  Kepaniteraan,  Pejabat  Struktural  maupun 

tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh  Panitera atau Sekretaris. Untuk Staf dilakukan 

oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. 

Sedangkan  untuk  Pengawas  Bidang  telah   ditunjuk  Hakim  Pengawas  Bidang 

berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pangkalan Bun  Nomor  : : 

W16-U3/046/KPN/SK/XII/2016, tertanggal 29 Desember  2016  : 

NO NAMA PENGAWAS BIDANG JABATAN PENGAWAS 

1 EMAN SULAEMAN, SH WKPN  Koordinator Pengawasan 
Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan 

 Hubungan Masyarakat 
(HUMAS) 

2 IMAN SANTOSO, SH, MH HAKIM  Kepaniteraan Pidana  

  Subbagian Kepegawaian 
dan Ortala 

3 MUHAMMAD IKHSAN, SH HAKIM  Kepaniteraan Hukum 

 Kesekretariatan Subbagian 

Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan 

 Perpustakaan 

4 IQBAL ALBANNA, SH, MH HAKIM  Kepaniteraan Perdata 

 Kesekretariatan Subbagian 

Umum dan Keuangan. 

 

 

Adapun selama Periode bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, di 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas II  telah dilakukan Pengawasan oleh Tim yaitu : 
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1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran atau Perbendaharaan oleh 

Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada tanggal: 18-19 

Mei 2016. 

2. Pembinaan Anggaran DIPA -3 dan Monitoring Kinerja Pos Bantuan Hukum oleh Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 26-27 Mei 2016. 

3. Pembinaaan Akreditasi dan Kunjungan Kerja oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya pada tanggal 9-11 Agustus 2016. 

4. Verifikasi Inventaris Barang Milik Negara oleh Kepala Bagian Inventaris Kekayaan 

Negera Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 21-22 

September 2016. 

5. Peninjauan Persiapan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik oleh Biro 

Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada  

tanggal 18-21 Oktober 2016 

6. Peninjauan Persiapan Akreditasi dan Pengawasan Rutin dari Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 16-17 

November 2016. 

B.    Evaluasi 

Melihat Data yang telah tercapai selama ini, baik Administrasi Kepegawaian, 

ORgasnisasi dan Tata Laksana , Umum dan Keuangan maupun Perencanaan, Teknologi 

Informasi dan Pelaporan dan Penyelesaian Perkara sudah dapat dilaksanakan dengan 

baik, walaupun dengan keterbatasan tenaga yang ada, kami berusaha mengoptimalkan 

pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah 

dibuat dan disepakati. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 

Kesimpulan 

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berjalan 

dengan baik dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, 

namun bimbingan yang dilaksanakan hanya pada Pegawai bidang tehnis seperti Hakim, 

Panitera Pengganti maupun Jurusita / Jurusita Pengganti. Kami merasa kurang pelatihan 

atau pendidikan Khusus untuk meningkatkan dan menunjang kemampuan Sumber Daya 

manusia bagi pegawai pada bidang Kesekretariatan khususnya untuk SA–BMN, bagian 

kepegawaian, bagian perpustakaan maupun kearsipan, hal ini untuk meningkatkan kinerja 

dan pelayanan bagi masyarakat, dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional. 

2. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan Pengadilan Negeri Kelas II yang berada di 

Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dengan 3 

(tiga) wilayah hukum yaitu: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan 

Kabupaten Sukamara, untuk itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya akan 

melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang memadai baik fisik maupun non fisik 

 

 

Rekomendasi 
 

1. Untuk Tahun 2017 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan bimbingan teknis untuk 

Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana, bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaproan, 

Kearsipan maupun Perpustakaan, serta  bimbingan untuk  pemanfaatan  dan 

pengelolaan IT. 

2. Mohon kiranya dapat menambah tenaga tehnis maupun non tehnis, mengingat mulai 

tahun 2015 hingga 2018 ada beberapa Panitera Pengganti yang pensiun. Terlebih lagi 

pada tahun 2016 ada 2 Panitera Pengganti yang telah pensiun.  Selain itu jumlah 

tenaga/PNS pengadminstrasi di tiap bagian-bagian juga sangat kekurangan staf. 

3. Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai saat ini adalah: 



Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas  II  Tahun  2016                  Hal  73 

 

 

a. Panmud Perdata (sudah ada PNS yang diusulkan) 

b. Panmud Hukum  

c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

Mohon dapat kiranya diisi dengan Pejabat yang definitif, mengingat tantangan pekerjaan 

ditahun 2017 sangat berat. 

4. Sarana Komputer dan Printer  sangat kekurangan dan dari yang ada saat ini tinggal 50 % 

saja yang baik selain itu sudah tua dan sering rusak-rusak terutama printer.  Mu dah-

mudahan di tahun yang akan datang kami diberikan anggaran untuk penggantian 

komputer lama  dan jika memungkin diberikan anggaran juga untuk penambahan printer 

yang paling sering digunakan dalam mencetak berkas atau dokumen.   
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

 



 

 

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN 
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2016 
 

NO BULAN 

SISA BULAN LALU 

MASUK 
BEBAN 
BULAN 

INI 

PUTUS 
BULAN 

INI 

BELUM 
PEMBAGIAN 

MAJELIS 

MEDIASI 
BERHASIL 

MEDIASI 
GAGAL 

GUGUR CABUT 
JUMLAH 
PUTUS 

JUMLAH 
MEDIASI 
BERHASIL 

MINUTASI 
BULAN 

INI 

BELUM 
MINUTASI 

SISA 
AKHIR 

PERKARA 
BELUM 
PUTUS 

SUDAH 
PUTUS 
BELUM 

MINUTASI 

MEDIASI 
BERHASIL 

BELUM 
MINUTASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  1 Januari 22 2 0 16 40 10 0 0 3 1 2 12 0 4 8 33 

2 Februari 28 8 0 6 42 5 0 0 1 0 0 13 0 11 2 31 

3 Maret 29 2 0 5 36 5 0 0 5 0 0 7 0 5 2 31 

4 April 29 2 0 5 36 14 0 0 1 0 6 16 0 2 14 28 

5 Mei 20 14 0 16 50 20 1 0 3 0 1 34 0 18 16 31 

6 Juni 16 16 0 4 36 10 2 0 0 0 2 26 0 19 7 15 

7 Juli 10 7 0 6 23 5 3 1 1 0 0 12 1 8 4 15 

8 Agustus 11 4 1 6 22 3 6 0 3 0 0 7 1 6 1 16 

9 September 15 1 0 10 26 5 7 0 4 0 0 6 0 3 3 23 

10 Oktober 20 3 0 10 33 8 9 0 3 0 2 11 0 8 3 23 

11 November 22 3 0 14 39 19 9 0 4 0 2 22 0 8 14 29 

12 Desember 17 14 0 3 34 9 0 0 1 0 0 23 0 12 11 22 

TOTAL 101 
 

113 
 

1 29 1 15 
  

104 
  

 



 

 

 
 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA 
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2016 

NO BULAN 

SISA BULAN 
LALU YANG 

BELUM 
DIMINUTASI 

MASUK 
BEBAN 
BULAN 

INI 
PUTUS 

BELUM 
PENUNJUKAN 

MAJELIS 
HAKIM 

PUTUS 
SAMPAI 
BULAN 

INI 

MINUTASI 
BULAN INI 

PUTUS 
BELUM 

MINUTASI 

SISA AKHIR 
PERKARA 

JUMLAH 
TERDAKWA 

JUMLAH 
TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             1 Januari 113 15 128 61 0 83 42 41 86 204 116 

2 Februari 86 42 128 36 0 77 50 27 78 181 55 

3 Maret 78 45 123 34 0 61 31 30 92 162 27 

4 April 92 50 142 61 0 91 46 45 96 190 31 

5 Mei 96 44 140 41 0 86 48 38 92 228 76 

6 Juni 92 69 161 56 0 94 64 30 97 324 176 

7 Juli 97 25 122 23 0 53 28 25 94 276 206 

8 Agustus 94 36 130 47 1 72 43 29 87 306 234 

9 September 87 522 609 521 3 550 523 27 86 1158 719 

10 Oktober 86 452 538 443 9 470 449 21 89 1113 646 

11 November 89 293 382 283 25 304 272 32 110 691 439 

12 Desember 110 651 761 669 0 701 645 56 116 1518 788 

Total 
 

2244 
 

2275 
  

2241 
  

6351 3513 



 

 

LAPORAN DIREKTORI PUTUSAN 

Total Perkara Upload   : 335 Putusan 

Publikasi    : 326 Putusan 

Tidak Dipublikasi   : 9 Putusan 

Upload Tahun 2016    : 156 Putusan 

Upload Tahun 2015   : 83 Putusan 

Upload Tahun 2014   : 58 Putusan 

Upload Tahun 2013   : 38 Putusan 

Upload Tahun 2012   : 0 Putusan 

Upload Tahun 2011   : 0 Putusan 

Perdata     : 29 Putusan 

Pidana      : 211 Putusan 

Perdata Khusus (PHI)    : 0 Putusan 

Pidana Khusus    : 90 Putusan 

Putusan Tahun 2016   : 144 Putusan 

Putusan Tahun 2015   : 62 Putusan 

Putusan Tahun 2014   : 39 Putusan 

Putusan Tahun 2013   : 43 Putusan 

Putusan Tahun 2012   : 34 Putusan 

Putusan Tahun 2011   : 3 Putusan 

Putusan Tahun 2010   : 0 Putusan 

Putusan Tahun 2009   : 0 Putusan 
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Keterangan Grafik : 

 

No Tahun Putus Register Upload 

1 2012 36 18 0 

2 2013 42 27 38 

3 2014 37 28 58 

4 2015 70 138 83 

5 2016 144 71 156 

6 2017 0 1 0 

Total 329 283 335 

 

 

 


